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ABSTRAK 
KHUSNUL KHASANAH (E21111112),  Jurusan Administrasi Negara Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Pengaruh Motivasi 
Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal di Kota Makassar. Di bawah bimbingan Prof. Dr. 
Sangkala, M.A., sebagai Pembimbing I dan Dr. Hamsinah, M.Si sebagai 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi pelayanan publik 
terhadap kinerja pegawai di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di 
Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Provinsi Sulawesi-Selatan yang berlokasi di Jl. Urip Sumaharjo No.8, 
Kompleks Gabungan Dinas, Makassar. Dalam penelitian ini digunakan metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik dengan 
menggunakan SPSS. Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek 
penelitian melalui pengisian kuesioner oleh respon pegawai yang selanjutnya 
akan dijadikan pembahasan hasil-hasil penelitian dan data sekunder yaitu data 
yang diperoleh dari sumber lain seperti bahan bacaan, bahan pustaka, dan 
laporan-laporan penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh motivasi pelayanan publik 
terhadap pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota 
Makassar sangat tinggi. Walaupun dalam pembuatan kebijakan publik tingkat 
ketertarikan pegawai tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Makassar. 
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Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin . Effect 
of Public Service Motivation on Employee Performance Integrated 
Licensing Agency and Investment in Makassar . Under the guidance of 
Prof. Dr Sangkala , M.A. , as Supervisor I and Dr. Hamsinah , M.Si as 
mentors II .  
 
This study aimed to analyze the effect of public service motivation on employee 
performance in the Integrated Licensing Agency and Investment in Makassar . 
The research was conducted on the Integrated Licensing Agency and Investment 
South Sulawesi Province , located on Jl . Urip Sumaharjo 8 , Complex Joint 
Office , Makassar . This study used data analysis methods used in this research 
is by using SPSS statistical methods . Ie data obtained directly from the object of 
study through questionnaires by response personnel will then be used as a 
discussion of the results of research and secondary data is data obtained from 
other sources such as reading materials , library materials , and research reports 
. 
The results showed that the effect of public service motivation to employees 
Integrated Licensing Agency and Investment in Makassar very high . Although in 
the making of public policy interest rate employees are not positive effect on the 
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1.1 LATAR BELAKANG  
Birokrasi pelayanan publik di Indonesia masih lekat dengan stigma 
negatif. Kecenderungan penilaian masyarakat terhadap birokrasi pelayanan 
publik adalah lamban, inefisien dan inefektivitas. Birokrasi publik di Indonesia 
identik dengan penyakit (patologi) yang merugikan kepentingan masyarakat. 
Masyarakat seringkali mengeluh karena lambannya kinerja birokrasi pemerintah. 
Citra yang berkembang di masyarakat adalah birokrasi pemerintah masih kaku 
(rigid) dan tidak responsive terhadap kebutuhan warga pengguna layanan. (Agus 
Dwianto, 2012) 
Birokrasi publik di Indonesia belum berorientasi pada kinerja dan kualitas 
sehingga mengakibatkan buruknya kinerja pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi 
pelayanan publik karena lemahnya kapasitas SDM penyelanggara pelayanan 
publik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Government Assessment Survey (GAS) 
yang dilakukan oleh Dwiyanto, dkk. Sebagaimana yang terlihat pada grafik di 
bawah ini, dapat dicermati bahwa kapasitas SDM pelayanan publik di daerah 
masih rendah. Rendahnya kapasitas SDM pelayanan publik terutama pada 
pelayanan pendidikan, kesehatan dan investasi. Akibatnya, pelayanan prima 
yang ingin diwujudkan oleh pemerintah terkendala karena lemahnya kapasitas 
SDM birokrasi pelayanan publik, sehingga masyarakat dirugikan karena haknya 
untuk memperoleh pelayanan prima dari aparat birokrasi tidak terpenuhi. (Agus 
Dwiyanto,2012) 
Adapun permasalahan pelayanan publik yang terjadi di Indonesia yaitu 
Rendahnya kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan salah satu 
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sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah. Perbaikan pelayanan 
publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam 
perjalanan reformasi yang memasuki tahun ke enam, ternyata tidak mengalami 
perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung 
menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran 
yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik 
tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya 
manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan 
diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani juga merupakan 
aspek layanan publik yang banyak disoroti. Rendahnya kualitas pelayanan publik 
yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi 
negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini karena di dalam 
kerangka hukum administrasi positif Indonesia saat ini telah diatur tentang 
standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar 
minimum pelayanan publik tersebut masih belum termanifestasikan dalam 
pelaksanaan tugas aparatur pemerintah. (https://www.google.com/blogspot.com. 
permasalahan-pelayanan-publik) 
Permasalahan lain yang juga terjadi ialah tingginya tingkat 
penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN. Upaya pemberantasan KKN 
merupakan salah satu tuntunan penting pada awal reformasi. namun  prevalensi 
KKN semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh ini pemerintahan 
dari pusat hingga daerah. Tuntunan akan peningkatan profesionalisme sumber 
daya manusia aparatur negara yang berdaya guna, produktif dan bebas KKN 
serta sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif masih memerlukan 
solusi tersendiri. Ini berkaitan dengan semakin buruknya citra dan kinerja 
birokrasi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
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pemerintah. KKN telah menjadi extraordinary state of affairs di Indonesia laporan 
terakhir di penghujung tahun 2003 mengukuhkan Indonesia di urutan ke-6 
negara terkorup didunia. Berdasarkan hasil survei Transparency Internasional 
(TI) dari 133 negara, Indonesia berada diurutan ke 122 dari 133 negara terkorup. 
Permasalahan Pelayanan publik juga ditemui pada Birokrasi yang 
panjang dan adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan. Ini menyebabkan 
penyelenggaraan pelayanan publik menjadi panjang dan melalui proses yang 
berbelit-belit, sehingga besar kemungkinan timbul ekonomi biaya tinggi, 
terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlakuan 
diskriminatif, dan lain-lain. (https://www.google.com/blogspot.com.permasalahan-
pelayanan-publik) 
Rendahnya pengawasan external dari masyarakat dan belum berjalannya 
desentralisasi kewenangan secara efektif juga salah satu masalah yang 
dihadapi. Hal ini merupakan akibat dari ketidakjelasan standar dan prosedur 
pelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan 
publik. Karena itu tidak cukup dirasakan adanya tekanan sosial yang memaksa 
penyelenggara pelayanan publik harus memperbaiki kinerja mereka. Indonesia 
saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan yang mucul sebagai akibat dari 
perkembangan global, regional, dan lokal pada hampir seluruh aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dari sisi manajemen pemerintahan, penerapan 
desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrumen utama untuk mencapai 
suatu negara yang mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Di 
samping itu, penerapan desetralisasi kewenangan dan otonomi daerah juga 
merupakan persyarat dalam rangka mewujudkan demokrasi dan pemerintahan 




Selain itu, Sistem pelayanan publik yang belum diatur secara jelas dan 
tegas. Unsur terpenting dari sebuah sistem pelayanan publik yang belum diatur 
secara lebih jelas dan tegas di dalam sistem pelayanan publik di Indonesia 
dewasa ini adalah Kode Perilaku Petugas Pelaksana Pelayanan Publik ( Code of 
Conduct For Public Servants). Hal ini menjadi salah satu faktor penentu 
keberhasilan sistem pelayanan publik, terutama bila disadari bahwa sebagian 
besar dari permasalahan dan keluhan mengenai pelayanan publik di Indonesia 
dapat dikembalikan pada unsur manusia pengemban fungsi pelayanan publiknya 
(ekses-ekses KKN, Conflict of interest, dsb). Kehadiran sebuah Code of Conduct 
yang selengkapnya mungkin akan lebih mengkokohkan struktur dasar dari sistem 
pelayanan Publik Indonesia. (https://www.google.com/blogspot.com. 
permasalahan-  pelayanan - publik) 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sumber daya manusia adalah 
salah satu faktor penting yang dibutuhkan dalam organisasi. Dalam pelaksanaan 
tugasnya untuk mewujudkan kinerja yang baik maka seorang pegawai 
membutuhkan motivasi agar perilaku dalam bekerja dapat mencapai tujuan 
organisasi.  
Konsep Motivasi Pelayanan Publik adalah konsep motivasi secara umum 
merujuk kepada kekuatan yang memberi dorongan, mengarahkan, dan 
mengekalkan tingkah laku seseorang individu. Sedangkan motivasi pelayanan 
publik atau PSM adalah salah satu bentuk atau bagian yang khas dari motivasi 
yang dapat didefinisikan sebagai motivasi yang mencakup kepercayaan, nilai, 
dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, 
mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk berbuat baik kepada orang lain dan 
menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan organisasi dan 
masyarakat. Artinya, konsep PSM menunjukkan bahwa seorang pegawai publik 
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akan terlibat dalam tingkah laku yang konsisten terhadap motif yang 
berorientasikan komunitas dan sikap altruistik. PSM adalah pegawai pemerintah 
yang memiliki keinginan untuk melayani masyarakat. PSM ini penting karena 
menjelaskan mengapa beberapa orang lebih memilih karir di sektor pemerintah 
dan non-profit meskipun di sektor swasta potensi karirnya  secara financial lebih 
menguntungkan. (James L. Perry, 1990 )  
 Secara etimologis konsep motivasi pelayanan publik merujuk kepada 
konsep public service motivation (PSM) seperti yang dikembangkan oleh para 
peneliti administrasi publik di Barat. Konsep ini mengandung makna sebagai 
motivasi yang mendorong seseorang pekerja atau pegawai untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada publik (rakyat). (James L. Perry, 1990 ) 
Kota Makassar adalah salah satu kota dengan tingkat kebutuhan 
masyarakat atas pelayanan publik yang tinggi membutuhkan peran pemerintah 
agar dapat mengakomodasi setiap bentuk kebutuhan tersebut. Salah satu upaya 
yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar ialah dengan melaksanakan 
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Untuk menciptakan pelayanan publik yang 
berkualitas bagi masyarakat dalam bidang perizinan maka salah satu hal yang 
harus diperhatikan adalah motivasi pegawai. Motivasi pelayanan publik atau 
PSM adalah salah satu bentuk atau bagian yang khas dari motivasi yang dapat 
didefinisikan sebagai motivasi yang mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap 
yang melampaui kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, mendorong 
seorang pekerja (pegawai) untuk berbuat baik kepada orang lain dan 
menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan organisasi dan 
masyarakat.  
Dalam memberikan pelayanan di bidang perizinan pemerintah kota 
Makassar menerapkan Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Konsep 
ini adalah bentuk penyederhanaan birokrasi, melalui PTSP ini dilakukan 
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pemangkasan tahapan dan prosedur, adanya transparansi biaya, 
penyederhanaan persyaratan dan tak kalah pentingnya adalah pengurangan 
waktu rata-rata pemrosesan perizinan. Masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik 
dari tempat yang satu ke tempat lainnya untuk mengurus perizinan melainkan 
semuanya telah dilakukan di satu tempat. Tahapan perizinan mulai dari 
permohonan sampai penerbitan dokumen akan dilakukan dalam satu tempat 
atau satu instansi (http://perizinan.makassarkota.go.id) 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah pelaksana 
pelayanan terpadu satu pintu di Kota Makassar. Badan ini secara resmi 
dioperasikan pada 2 Mei 2014 Hal ini didasari dengan Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7) dan Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi 
Jabatan Struktural pada Badan Perizinan Terpadu dan Penaman Modal Kota 
Makassar, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan perizinan dan 
non perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu satu pintu serta 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
penanaman modal. (http://perizinan.makassarkota.go.id) 
Dalam pelaksanaannya pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh 
BPTPM masih banyak menemui masalah. Hal ini dapat dilihat dengan masih 
banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Keluhan ini adalah bukti 
bahwa kinerja BPTPM masih buruk.Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh 
melalui http://www.kinerja-sulsel.org 27 July 2014, 15.12 WITA bahwa Memang 
sejak efektifnya badan baru pelayanan perizinan ini beberapa bulan lalu, kami 
mendapat sejumlah keluhan. Ada yang mengeluhkan lambatnya waktu 
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pengurusan dan mahalnya biaya pengurusan yang harus mereka bayarkan. Hal 
ini juga diperkuat dengan berita melalui http://www.antarasulsel.com Kamis, 5 
Juni 2014, 17.28 WITA bahwa beberapa warga menjadi kesal karena surat izin 
yang harusnya terbit justru masih harus menunggu dan telah melampaui batas 
waktu yang ditentukan. Melihat kondisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa 
masih kurangnya motivasi pelayanan publik pada pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar untuk memberikan pelayanan 
yang maksimal bagi masyarakat. 
Dari berbagai permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 
membahas mengenai “Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik Terhadap 
Kinerja Pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar”. 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 
belakang maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 
berikut : 
Apakah motivasi pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar? 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Untuk menganalisis pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kinerja 






1.4 MANFAAT PENELITIAN 
1.4.1  Manfaat Praktis 
 Diharapkan dengan adanya penelitian ini agar dapat memberikan suatu 
masukan berbagai pihak khususnya pelaksanaan pelayanan publik dalam hal ini 
BPTPM Kota Makassar agar dapat meningkatkan motivasi dalam memberikan 
pelayanan publik yang lebih baik lagi. 
1.4.2 Manfaat Teoritis 
1) Hasil dari penelitian ini diharapkan member kontribusi positif terhadap ilmu 
administrasi Negara yang berkaitan dengan motivasi pegawai dalam suatu 
kepemimpinan. 
2) Pelaksanaan penelitian dalam tugas akhir ini diharapkan dapat menambah 
dan memperkaya hasanah pemikiran penulis dalam menganalisis masalah-















2.1  KONSEP PELAYANAN 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, 
jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) mengamanatkan 
kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi 
kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat 
ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara 
seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). 
Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas 
menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia 
adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa.  
2.1.1 Pengertian Pelayanan 
Dalam memahami arti pelayanan, tidak terlepas dari masalah 
kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya pelayanan. Kepentingan 
umum adalah berkaitan dengan kepentingan pelayanan kepada umum. 
Meskipun pada perkembangan selanjutnya pelayanan jasa juga timbul karena 
adanya kewajiban sebagai suatu bentuk dari proses penyelenggaraan suatu 
organisasi. Dimana setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun 
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organisasi swasta tujuan pelayanan telah ditetapkan bersamaan dengan 
pembentukan organisasi.  
Untuk menjelaskan pengertian pelayanan yang lebih luas, penulis 
mengutip pendapat dari Sarlito Wirawaiz (1982: 27) yang mengemukakan bahwa 
: “Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia 
merupakan serangkaian proses. Sebagai proses pelayanan, berIangsung secara 
rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam 
masyarakat.”  
Berdasarkan pengertian tersebut, pelayanan dilaksanakan sekelompok 
orang guna memenuhi kepentingan akan sesuatu dari sekelompok orang lainnya 
dalam suatu wadah atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta.  
Lebih tegas mengenai pengertian pelayanan, H.A.Smoenir (1982 : 12) 
mengemukakan pandangannya sebagai berikut: 
“Pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang 
ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Pelayanan ini 
sifatnya tidak selalu kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan 
asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk 
dalam pengertian pelayanan.”  
Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang jika direnungkan 
lebih mendalam terlihat bahwa pelayanan timbul karena ada faktor penyebab 
yang bersifat mendasar. Faktor yang mendasar yang dimaksud sebagaimana 
dikemukakan oleh H. A.S. Moenir adalah sebagai berikut:  
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1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang, manusia diciptakan lengkap dengan 
perasaan saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi 
perasaan inilah yang menyebabkan orang rela berkorban demi orang lain.  
2. Adanya keyakinan untuk saling tolong menolong sesamanya, tolong 
menolong sesamanya dalam segala dimensinya juga menyertai 
kehidupan manusia didunia sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya tanpa bantuan orang lain, hal ini merupakan salah satu bentuk 
pelayanan.  
3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah bentuk 
amal saleh, satu ciri khusus yang membedakan manusia dengan mahluk 
lainnya didunia ini adalak adanya sifat untuk berbuat baik terhadap 
sesamanya. Hal ini merupakan bentuk lain dari pelayanan. 
Ketiga faktor ideal tersebut menimbulkan pelayanan kepada setiap manusia 
di sekitar atau di lingkungannya. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan 
timbulnya pelayanan adalah faktor material yang lebih menekankan pada aktifitas 
layanan organisasi, dimana hal ini melayani keperluan orang atau masyarakat 
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai yang ditetapkan dalam 
organisasi tersebut. 
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha baik melalui 
aktifitas sendiri maupun aktifitas orang lain secara tidak langsung. Terjadinya 
aktifitas dari orang lain adalah suatu proses pelayanan yang melibatkan dua 
unsur atau kelompok orang yang saling membutuhkan. Karena itu masing-
masing unsur memiliki fungsi dan peranan pada proses pelayanan dengan 
memanfaatkan segala potensi manusia, fasilitas atau alat yang dapat digunakan 
untuk memberikan atau mendapatkan pelayanan. Untuk terjadinya proses 
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pelayanan yang lebih berkualitas sebelumnya terdapat kesepakatan dan aturan 
main yang dijadikan acuan dalam melakukan pelayanan. 
Drs. The Liang Gie (1999: 76) mengemukakan bahwa pelayanan adalah 
kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi, mengamalkan, dan mengabdikan diri.  
Sedangkan menurut H.A.S Moenir (1992: l7) memberikan batasan bahwa : 
”Pelayanan adalah proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan anggota 
badan dan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk 
mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. 
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan ialah 
proses pemenuhan kebutuhan yang langsung melalui aktifitas orang lain. Proses 
dalam pengertian ini adalah terbatas pada kegiatan manajemen dalam rangka 
tujuan organisasi, jadi pelayanan disini adalah pelayanan dalam rangkaian 
organisasi manajemen.  
2.1.2 Karakter Pelayanan 
Kotler (1994) dalam (DR. Paiman Napitupulu, M.Si) menyebutkan sejumlah 
karakteristik pelayanan sebagai berikut: 
1. Intangibility (tidak berwujud); tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, 
didengar, dicium sebelum ada transaksi. Pembeli tidak mengetahui 
dengan pasti atau dengan baik hasil pelayanan (service outcome) 
sebelum pelayanan dikonsumsi. 
2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan), dijual lalu diproduksi dan 
dikonsumsi secara bersamaan karena tidak dapat dipisahkan. Karena 
itu, konsumen ikut berpartisipasi menghasilkan jasa layanan. Dengan 
13 
 
adanya kehadiran konsumen, pemberi pelayanan berhati-hati 
terhadap interaksi yang terjadi antara penyedia dan pembeli. 
Keduanya mempengaruhi hasil layanan. 
3. Variability (berubah-ubah dan bervariasi). Jasa beragam selalu 
mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung 
kepada siapa yang menyediakannya dan kapan serta dimana 
disediakan. 
4. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama), jasa tidak dapat 
disimpan dan permintaannya, berfluktuasi. Daya tahan suatu layanan 
bergantung kepada situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan 
adalah tidak kasat mata dan melibatkan upaya manusia (pegawai) atau peralatan 
lain yang disediakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan. 
2.2 KONSEP PELAYANAN PUBLIK 
2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 
 Untuk menelaah pelayanan publik secara konseptual, perlu dibahas 
pengertian kata demi kata. Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiantan 
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 
Selanjutnya Sampara berpendapat , pelayanan adalah suatu kegiatan atau 
urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 
Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai 
hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi 
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(orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; 
mengiyakan, menerima, menggunakan. 
 Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggirs publik yang 
berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima 
menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang 
banyak, ramai. Padahan kata yang tepat digunakan adalah praja yang 
sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti 
pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat. Inu Kencana Syafiie 
mendefeniskan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan 
berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik 
berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa  dimiliki. Oleh karena itu pelayanan 
publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 
sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 
suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 
tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 
 Menurut Pandji Santosa, Pelayanan publik adalah pemberian jasa , baik 
oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta 
kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan 
dan atau kepentingan masyarakat.  
Menurut Mahmudi, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 




Pelayanan publik menurut Kurniawan diartikan, pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
 Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 1 
ialah: 
“Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan pperundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayan publik”. 
Beberapa pengertian dasar yang dituliskan di dalam Keputusan Mentri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai 
berikut:   
a) Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
b) Penyelengara pelayanan publik adalah instansi pemerintah 
Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan 
kerja/satuan organisasi kementrian, kesekretariatan, lembaga 
tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik 
pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik negara, badan 
hukum mili negara dan badan usaha milik daerah. 
c) Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada 
instansi pemerntah yang secara langsung memberikan pelayanan 
kepada penerima pelayanan publik 
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d) Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi 
pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
e)  Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi 
pemerintah dan badan hukum 
f) Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau 
sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan 
publik yang besaran dan tata cara pembayaran di tetapkan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 Ada sepuluh dimensi karakteristik atau atribut yang harus diperhatikan 
dalam perbaikan kualitas pelayanan sebagaimana dinyatakan Vincent Gospersz 
(dalam Sianipar,2000;23-24), yaitu :  
1) Kepastian waktu pelayanan, ketetapan waktu yang diharapkan 
berkaitan dengan waktu proses atau penyelesaian, 
pengiriman, penyerahan, pemberian jaminan atau garansi 
dalam menanggapi keluhan. 
2) Akurasi Pelayanan, hal ini berkaitan dengan reabilitas 
pelayanan, bebas dari kesalahan-kesalahan.  
3)  Kesopanan dan Keramahan dalam memberikan Pelayanan, 
personil yang ada di garis depan yang berinteraksi langsung 
dengan pelanggan eksternal harus dapat memberikan 
sentuhan pribadi yang menyenangkan. Sentuhan pribadi yang 
menyenangkan tercermin melalui penampilan, bahasa tubuh 
dan bahasa tutur yang sopan ramah, ceriah, lincah dan gesik. 
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4) Tanggung Jawab, bertanggung jawab dalam penerimaan pesan 
atau permintaan dan penanganan keluhan pelanggan 
eksternal.  
5)  Kelengkapan, Kelengkapan pelayanan menyangkut lingkup 
(cakupan) pelayanan, ketersediaan sarana pendukung, dan 
pelayanan komplementer.  
6)   Kemudahan mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan 
banyaknya outlet, petugas yang melayani, dan fasilitas 
pendukung.  
7)  Fariasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi untuk 
memberikan pola-pola baru pelayanan, foturistie pelayanan.  
8)  Pelayanan Pribadi, berkaitan dengan kemampuan dalam 
memberikan, menanggapi kebutuhan khas. 
9)  Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan 
ruang tunggu atau tempat pelayanan, kemudahan, 
ketersediaan data atau informasi, dan petunjuk-petunjuk.  
10)  Atribut pendukung pelayanan, dapat berupa ruang yang 
cukup, AC, bahan bacaan, TV, musik dan kebersihan 
lingkungan.  
Sementara itu, Norman (dalam Trielestari 2004:1-2) mengatakan bahwa 
apabila kita ingin sukses memberikan kualitas pelayanan, kita harus memahami 
terlebih dahulu karakteristik tentang pelayanan sebagai berikut : 
a) Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat 
berlawanan sifatnya dengan barang jadi 
b) Pelayanan itu kenyaatannya terdiri dari tindakan nyata dan 
merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindak social 
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c) Produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan 
secara nyata, karena pada umumnya kejadian bersamaan dan 
terjadi ditempat yang sama. 
2.2.2  Karakteristik Pelayanan Publik 
Menurut Warella dalam P Siagian, (1995:5) ada tiga karakteristik utama 
pelayanan jasa yaitu : 
1. Intangibility, berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat 
performance dan hasil pengalaman dan bukannya suatu 
obyek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, 
diraba atau ditest sebelum disampaikan untuk menjamin 
kualitas.Jadi berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh 
suatu pabrik yang dapat ditest kualitasnya sebelum 
disampaikan kepada pelanggan. 
2. Heterogenity, berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan 
memiliki kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan 
dengan pelayanan yang sama mungkin memiliki prioritas yang 
berbeda. Demikian pula performance sering bervariasi dari 
satu produser ke produser lainnya bahkan dari waktu ke 
waktu. 
3.    Inseparability, berarti produksi dan konsumsi suatu pelayanan 
tidak terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri 
pelayanan kualitas tidak direkayasa ke dalam produksi di 
sektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada pelanggan; 
tetapi kualitas terjadi selama penyampaian pelayanan, 
biasanya selama interaksi antara klien dan penyedia jasa. 
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2.3  KONSEP MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK  
2.3.1  Pengertian Motivasi Pelayanan Publik 
 Konsep motivasi secara umum merujuk kepada kekuatan yang memberi 
dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku seseorang individu. 
Sedangkan motivasi pelayanan publik atau PSM adalah salah satu bentuk atau 
bagian yang khas dari motivasi yang dapat didefinisikan sebagai motivasi yang 
mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi 
dan kepentingan organisasi, mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk 
berbuat baik kepada orang lain dan menyumbangkan darma baktinya kepada 
kesejahteraan organisasi dan masyarakat (Perry, James L., and Porter, Lyman 
W. 1998). Artinya, konsep PSM menunjukkan bahwa seorang pegawai publik 
akan terlibat dalam tingkah laku yang konsisten terhadap motif yang 
berorientasikan komunitas dan sikap altruistic. PSM adalah pegawai pemerintah 
yang memiliki keinginan untuk melayani masyarakat. PSM ini penting karena 
menjelaskan mengapa beberapa orang lebih memilih karir di sektor pemerintah 
dan non-profit meskipun di sektor swasta potensi karirnya  secara financial lebih 
menguntungkan.  
 Secara etimologis konsep motivasi pelayanan publik merujuk kepada 
konsep public service motivation (PSM) seperti yang dikembangkan oleh para 
peneliti administrasi publik di Barat. Konsep ini mengandung makna sebagai 
motivasi yang mendorong seseorang pekerja atau pegawai untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada public (rakyat) 
James L.Perry dan Wise: 
 Mendefinisikan motivasi pelayanan publik atau PSM (public service 
motivation) sebagai kecenderungan seseorang individu untuk memberikan 
respons motif yang secara umum dan unik terdapat dalam institusi publik, yang 
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meliputi ketertarikan kepada pembuatan kebijakan publik, tanggungjawab kepada 
kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara, perasaan simpati atau 
kasihan, dan sikap pengorbanan diri. Sementara ,Crewson mengemukakan 
bahwa PSM ialah orientasi pelayanan seseorang individu agar berguna bagi 
masyarakat, orientasi untuk menolong orang lain, dan semangat untuk 
memperoleh prestasi yang bersifat intrinsik atau yang berorientasi pelayanan.  
 “The Motivational Bases of Public Service”.Public Administration Review 
Motivasi pelayanan publik sangat penting dipahami dan dipertimbangkan dalam 
pelayanan karena ia sangat menentukan keberhasilan seseorang pekerja atau 
pegawai dalam pelaksanaan tugas, terutama pekerja sektor publik (Perry, 
James, L. and Lois Recascino Wise. 199). Perry dan Hondeghem menjelaskan 
bahwa penelitian mengenai motivasi pelayanan publik telah mendapat banyak 
perhatian para peneliti dalam dua dekade terakhir ini, dan minat para peneliti 
terhadap  hal ini terus berkembang dari waktu ke waktu.  Permasalahan motivasi 
pelayanan publik (Public Service Motivation) telah sering menjadi topik penelitian 
di Barat dalam usaha mencari dan memahami konsep ideal bagi pelayanan 
publik dan dalam usaha pengembangan ilmu administrasi dan manajemen 
publik.  
Konsep motivasi pelayanan publik menurut Vandenabeele telah 
dikembangkan sebagai pengimbang terhadap motivasi kepentingan diri (self-
interest) yang ditemukan dalam teori pilihan rasional. Sedangkan menurut 
Willem, Vos, dan Buelens konsep motivasi pelayanan publik diperkenalkan untuk 
menunjukkan motivasi yang berasaskan nilai-nilai dan sikap yang melampaui 
kepentingan diri sendiri atau kepentingan organisasi. Crewson mengemukakan 
bahwa PSM adalah orientasi pelayanan seseorang individu, minus orientasi 
ekonomis supaya berguna bagi masyarakat, orientasi untuk menolong orang lain, 
dan semangat untuk memperoleh prestasi yang bersifat intrinsik atau yang 
21 
 
berorientasi pelayanan (service orientation). Setiap pegawai sektor publik 
memang seharusnya memiliki motivasi yang semata-mata hanya dimaksudkan 
untuk memenuhi kebutuhan publik dan bukan untuk kepentingan dan kebutuhan 
pribadi semata-mata atau untuk kepentingan yang bersifat ekstrinsik.diri pribadi 
inilah yang dipahami sebagai motivasi pelayanan publik.   
 Salah satu temuan yang paling penting dalam penelitian menyangkut 
PSM ini adalah hasil penelitian Perry dan Wise terhadap para pegawai sektor 
publik dan para pekerja sukarela (volunteers) di Amerika Serikat. Kedua sarjana 
ini telah berhasil memberikan dan mendudukkan definisi atau konsep PSM dan 
alat ukur yang berbeda dari konsep lain yang berkaitan dengan motivasi pada 
umumnya. Selain itu, menurut Perry dan Wise, individu yang mempunyai tingkat 
PSM yang tinggi akan tertarik kepada pekerjaan pelayanan publik karena 
berbagai sebab, seperti kepentingan diri pribadi, pertimbangan etika, atau 
peluapan emosi. Mereka berasumsi bahwa PSM berkaitan erat dengan 
kecenderungan bekerja, prestasi kerja, dan pilihan kerja dari seseorang pegawai 
publik. 
 Dasar-dasar teoritis dan kerangka PSM dan etos pelayanan publik juga  
berbeda. Berbeda dengan etos pelayanan publik, dasar dari  PSM membangun  
teori motivasi yang berasal dari tiga jenis motif:  afektif, normatif, dan rasional 
(Brewer, Selden, dan Facer 2000, Perry dan Wise 1990).  Dari dimensi afektif, 
hal ini diklaim bahwa individu tertarik pada pelayanan publik seperti keyakinan 
tentang pentingnya   pelayanan publik. Perspektif normatif menunjukkan daya 
tarik didasarkan pada alasan etis seperti ekuitas dan keadilan, sedangkan 
perspektif rasional menunjukkan dasar  yang sejalan dengan kepentingan 
individu untuk tertarik pada pembuatan kebijakan untuk mempromosikan 
kepentingan publik (Perry dan Wise 1990). 
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  Hal ini berangkat dari etos pelayanan publik untuk membangun  cara 
tradisional yang mendasar, yaitu, etos pelayanan publik, sebagaimana dimaksud 
dalam bagian sebelumnya, berkaitan dengan karakter dari suatu organisasi dan 
mengemban aspirasi dan ideologi normatif  yang dimaksudkan untuk mengikat 
dan memotivasi mereka yang menjadi milik organisasi tersebut. untuk 
menegakkan etos pelayanan publik,  Namun, motif keuntungan dapat 
meletakkannya di bawah tekanan.''  Oleh karena itu, meskipun etos  pelayanan 
publik dan PSM keduanya konstruksi yang didasarkan pada  premis bahwa 
beberapa individu sangat tertarik dan termotivasi oleh pelayanan publik  bekerja, 
mereka adalah konstruksi yang berbeda. Selain itu, berbeda dengan etos 
pelayanan publik, telah ada  upaya untuk mengukur PSM secara empiris.  
 Motivasi seorang pegawai publik yang lebih mengutamakan kepentingan 
orang lain atau kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri 
Berdasarkan atas rangka kerja ini, Perry seterusnya mengembangkan skala 
pengukuran yang terkenal dan dapat mengukur tingkat PSM berdasarkan empat 
dimensi, yaitu: 1) ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik (attraction to 
public policy making), 2) tanggungjawab terhadap kepentingan publik dan 
kewajiban sebagai warga negara (commitment to public interest and civic duty), 
3) perasaan simpati atau kasihan (compassion), 4) dan  pengorbanan diri (self-
sacrifice).  
Sementara menurut Rainey (1997), selama lebih dari tiga dekade yang 
lalu beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa para pegawai di sektor publik 
menempatkan penilaian lebih rendah terhadap ganjaran keuangan dan 
menempatkan penilaian lebih tinggi terhadap sifat altruistic atau motif yang 
berkenaan dengan pelayanan publik. Motivasi pelayanan publik merupakan 
karakteristik atau ciri khas dan sepatutnya terdapat di kalangan pegawai publik. 
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Namun bukan berarti bahwa ia hanya semata-mata terdapat di kalangan 
pegawai sektor publik saja.  
 Berbagai hasil penelitian tentang PSM di negara-negara maju, terutama 
Negara negara Barat, menunjukkan bahwa terbentuknya motivasi setiap individu 
untuk memilih pekerjaan sebagai pekerja publik dipengaruhi oleh berbagai faktor 
dan keadaan atau latar belakang kehidupan setiap individu yang bersangkutan 
latar belakang organisasi (organizationalantecedent). 
 Dalam salah satu kajian Perry dijelaskan pula bahwa motivasi pelayanan 
publik itu dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dari seseorang individu yang 
berkenaan dengan lima perkara, yaitu: 1) Sosialisasi dalam keluarga 
(Parental/Family Socialization), 2) Sosialisasi Agama (Reli-gious Socialization), 
3) Profesionalisme (Professional Identification), 4) Ideologi Politik (Political Ideo-
logy), dan 5) Korelasi atau karakteristik Demografi (Demographic Correlates). 
Para peneliti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal ini 
hanyalah penelitian dan penelitian Lewis dan Frank yang mencoba melihat 
pengaruh faktor ideologi politik (political ideology) terhadap tingkat PSM para 
pegawai di Amerika Serikat. 
Menurut Perry, perbedaan ideologi telah menyebabkan perbedaan tingkat 
motivasi dalam pelayanan publik. Pegawai yang berpaham atau berhaluan politik 
liberal lebih bermotivasi dibandingkan mereka yang berhaluan politik konservatif. 
Artinya, semakin liberal haluan ideologi seseorang maka akan semakin positif 
pula hubungannya terhadap motivasinya dalam pelayanan publik. Sedangkan 
Lewis dan Frank yang juga melakukan penelitian di Amerika Serikat dan 
mengungkapkan bahwa faktor ideologi politik mempunyai hubungan dengan 
tingkat motivasi seorang pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Ada 
indikasi bahwa orang-orang beraliran (berhaluan) politik Demokrat di Amerika 
24 
 
lebih menyukai pekerjaan atau pelayanan di  sektor publik dibandingkan orang-
orang yang berasal dari atau berhaluan politik Republik. 
Rainey dan dan Steinbauer mengungkapkan bahwa PSM adalah motivasi 
umum yang dimiliki oleh seorang birokrat untuk mementingkan kepentingan 
masyarakat guna melayani kebutuhan masyarakat, bangsa,Negara atau demi 
kemanusian. Sementara itu, Vandenabeele, Scheepers dan Hondeghem 
mendefinisikan PSM sebagai suatu kepercayaan (belief), nilai-nilai(values) dan 
sikap (attitudes) yang didasarkan atas kepentingan pribadi atau kepentingan 
organisasi yang concern terhadap kepentingan entitas politik yang lebih luas dan 
yang mendorong melalui interaksi dengan public serta motivasi untuk mencapai 
target. 
 Motivasi merupakan konsep yang interaktif dan saling terkait dengan 
beberapa variable. Motivasi terbentuk karena adanya kepercayaan, nilai-nilai dan 
sikap, serta kemungkinan (peluang) yang akan diterima oleh seorang pegawai. 
Motivasi inilah nantinya yang akan tercermin dalam perilaku sehari-hari para 
pegawai. Beliefs adalah seperangkat kepercayaan yang dimiliki setiap pegawai. 
Values berarti system nilai yang dianut pegawai. Sedangkan, attitudes adalah 
sikap atau watak pegawai.Motivasi yang tinggi dapat dapat dimiliki oleh seorang 
pegawai yang memiliki beliefs, values, dan attitudes yang positif serta ditunjang 
dengan kemungkinan-kemungkinan yang diharapakan bisa tercapai 
Gambar 1. Motivasi sebagai Konsep yang interaktif 
 
 







Dalam perspektif teori PSM, pelayanan publik diasosiasikan sebagai 
pemilik motif yang memiliki citra positif. Motif yang  dimaksudkan disini adalah 
kekurangan psikologis atau kebutuhan yang memaksa individu untuk 
mengeleminasinya. PSM adalah bagian dari proses perilaku yang mewarnai 
motif pelayanan publik berprilaku yang menguntungkan publik. Seorang PNS 
memiliki jiwa dan semangat untuk memberikan kemampuan terbaik yang 
dimilikinya karena dia telah ditunjuk sebagai pemegang tanggung jawab sebagai 
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, motivasi yang harus dimiliki seorang 
PNS adalah motivasi untuk bekerja sebaik-baiknya dalam memberikan 
pelayanan kepada publik, bukan berorientasi pada kepentingan individu maupun 
golongan. 
Motivasi PNS dalam perspektif teori PSM dibentuk oleh faktor reward 
instrinsik dan ekstrinsik. Reward instrinsik merupakan kepuasan seorang PNS 
karena telah melakukan suatu pekerjaan yang berarti misalnya, perasaan puas, 
bangga dan harga diri. Sedangkan reward ekstrinsik adalah reward yang diterima 
oleh PNS dari pemerintah, seperti kenaikan gaji,promosi,keamanan kerja, status 
dan pestise. PSM tidak hanya didorong oleh factor kompensasi semata, tetapi 
juga factor kepuasan (satisfaction). Kepuasan adalah sesuatu yang  bisa dilihat. 
Kita tidak bisa mengidentifikasi apakah seorang PNS itu puas, bangga dan 
bahagia dengan pekerjaan yang mereka lakukan atau tidak.Butuh kajian skala 
pengukuran yang cermat untuk melihat apakah mereka puas dengan 
pekerjaannya atau tidak. 
Dimensi-dimensi ini menyebabkan adanya perbedaan motivasi (CrewSon, 
1997) dan perbedaan persepsi terhadap hubungan antara kinerja dengan 
extrinsic rewards (Rainey 1983), antara pegawai pada sektor publik dengan 
pegawai pada sektor swasta. Pegawai pada sektor swasta akan lebih termotivasi 
dengan extrinsic rewards, sedangkan pegawai pada sektor publik lebih 
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termotivasi dengan intrinsic rewards. Sebagaimana misi, pelayanan publik 
merupakan salah satu bentuk intrinsic rewards yang dapat meningkatkan 
efektifltas dan kinerja instansi pemerintah (Rainey dan Steinbauer, 1999). 
Lebih lanjut lagi Perry menjelaskan PSM tidak memandang factor reward 
sebagai instrument penting dalam meningkatkan motivasi PNS karena motivasi 
dibentuk oleh faktor instrinsik dan ekstrinsik. Selama ini, pemerintah cenderung 
hanya menekankan pada faktor ekstrinsik, yaitu dengan menaikkan gaji, 
tunjangan, promosi tanpa memperhatikan faktor kepuasan PNS terhadap 
pekerjaannya. Sudah bisa ditebak bahwa hasilnya tidak akan efektif karena PNS 
diposisikan sebagai manusia ekonomi yang hanya mementingkan aspek materi 
semata. Padahal, PNS juga ingin dihargai eksistensinya, ingin mengerjakan 
sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga mereka 
puas telah mengabdi kepada bangsa dan Negara. Artinya, PNS memiliki nilai-
nilai altruism, yakni nilai-nilai mengerjakan sesuatu demi kepentingan orang 
banyak. 
Begitu pula motivasi pelayanan publik berkaitan sangat erat dengan sikap 
atau sifat altruisme, yaitu suatu sifat dan perilaku yang suka menolong orang lain 
tanpa mengharapkan imbalan dan hanya semata-mata termotivasi untuk 
mensejahterakan orang lain atau rakyat pada umumnya. Seseorang yang 
memiliki sifat altruisme berarti ia tidak mementingkan diri sendiri dan tidak pernah 
menuntut imbalan atau bayaran dari sesuatu yang ia kerjakan untuk orang lain. 
Orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini akan bersikap dan berperilaku 
hanya semata-mata ingin menolong dan memberi keuntungan kepada orang lain.  
Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa seseorang yang memiliki sifat-sifat 
patriotisme atau nasionalisme dan altruisme akan memungkinkannya untuk 
mempunyai tingkat PSM yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, karena 
seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti ini pastilah akan lebih mengutamakan 
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kepentingan orang lain dan berusaha untuk menyingkirkan kepentingan diri 
sendiri. 
2.3.2  Dimensi-Dimensi Motivasi Pelayanan Publik 
Motivasi pelayanan publik (PSM) didefenisikan sebagai kecenderungan 
individu untuk memberikan respons motif yang secara umum dan unik terdapat 
dalam institusi publik. Menurtu Knoke dab Wright-Isak (1982), motif yang 
dimaksud dibagi atas tiga kategori analisis yang berbeda yaitu: rasional, normatif 
dan afektif. Motif rasional melibatkan tindakan yang didasarkan pada 
peningkatan kegunaan individu. Motif normatif merujuk pada tindakan-tindakan 
yang dihasilkan oleh upaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Motif 
afektif merujuk pada perilaku yang didasarkan pada tanggapan emosional atas 
berbagai konteks sosial. 
Dari perspektif afektif, hal ini diklaim bahwa individu tertarik pada pelayanan 
publik seperti keyakinan tentang pentingnya pelayanan publik. Perspektif 
normatif menunjukkan daya tarik didasarkan pada alasan etis seperti ekuitas dan 
keadilan, sedangkan perspektif rasional menunjukkan dasar  yang sejalan 
dengan kepentingan individu untuk tertarik pada pembuatan kebijakan untuk 
mempromosikan kepentingan publik (Perry dan Wise 1990). 
1. Dimensi pertama menurut Perry dan Wise erat kaitannya dengan motivasi 
untuk mencapai prestasi yang memungkinkan seseorang individu 
memperoleh kepuasan batin/pribadi.  
2. Dimensi kedua erat kaitannya dengan motif atau keinginan untuk 
melayani kepentingan publik yang dapat berupa kepentingan individu 
dalam program atau pelayanan publik tertentu disebabkan adanya 
pendirian atau keyakinan yang tulus dan kasih sayang terhadap 
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kepentingan sosial. Sikap kasih sayang tersebut juga erat kaitannya 
dengan  
3. Dimensi ketiga, yaitu compassion. Motif ini dicirikan oleh adanya 
keinginan untuk menolong orang lain. Artinya, motif ini mencakupi sifat 
mementingkan kepentingan orang lain (altruism), sikap ikut merasakan 
perasaan orang lain (empathy), keyakinan moral (moral conviction), dan 
keinginan-keinginan prosocial lainnya.  
4. Sementara dimensi keempat, yaitu self-sacrifice, mencakupi sikap 
kecintaan pada tanah air (patriotism), tanggung jawab kepada tugas 
(duty), dan kesetiaan (loyalty) kepada negara. Pendapat ini juga didukung 
oleh Brewer et.al. (2000) yang mengungkapkan bahwa sebagian individu 
memiliki norma dan emosi yang kuat untuk mengabdi pada sektor publik 
Motivasi atau etika pelayanan publik ini dipandang dapat menarik 
individu-individu tertentu untuk mengabdi di sektor publik dan membantu 
mewujudkan perilaku kerja (work behavior) yang konsisten dengan 
kepentingan publik.  
2.3.3  Perilaku dalam Motivasi Pelayanan Publik 
Konsep PSM adalah konsep yang interaktif dan dibentuk oleh tiga 
domain, yaitu institusi, PNS, dan perilaku. Institusi yang dimaksud disini adalah 
budaya, system dan mekanisme kerja yang terdapat pada suatu organisasi 
public .Pribadi PNS sendiri menunjukkan watak dan karakter masing-masing 
individu PNS. Watak dan karakter ini menjadi identitas masing-masing PNS 
dapat dilihat dari aktivitasnya. Sedangkan, perilaku adalah citra (image) yang 
keluar sebagai output dari budaya organisasi dan karakter individu PNS. Perilaku 
merupakan wujud dari perpaduan antara budaya, system dan mekanisme kerja 
yang ditransmisikan kepada masing-masing PNS dan berkolaborasi dengan cirri 
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atau watak PNS itu sendiri. Perilaku PNS yang baik terbentuk karena secara 
institusi, organisasinya juga memiliki budaya, aturan (regulasi) dan system yang 
jelas dan ditunjang oleh SDM yang memiliki karakter yang baik. Dari konsep ini, 
kita dapat mengetahui bahwa motivasi seorang PNS dibentuk karena proses 
interaksi institusi dan pribadi PNS. 
Perilaku PNS merupakan output yang dapat menjadi indikator penilaian 
tingkat PSM seorang PNS, hal ini didasari pemikiran bahwa perilaku merupakan 
wujud dari perpaduan keinstitusian/institusi dan watak PNS itu sendiri. Perilaku 
juga merupakan hasil akhir yang diharapkan dapat ditingkatkan guna perbaikan 
dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Perilaku dalam motivasi pelayanan publik dipengaruhi oleh keberadaan peran 
institusi atau institusi itu sendiri. Menurut March dan Olsen (1995) institusi tidak 
hanya mengidentifikasi dan membatasi perilaku alternatif perilaku individu, tetapi 
juga menjadi model preferensi individu. Ini berarti bahwa institusi langsung dan 
tidak langsung mempengaruhi motif perilaku indivdu. March dan Olsen (1989) 
berpendapat bahwa institusi menyampaikan standar perilaku individu. Standar ini 
membentuk bagaimana individu seharusnya bertindak. Hal ini ditunjukkan dalam 
„rutinitas, prosedur, konvensi, bentuk organisasi dan teknologi disekitar perilaku 
dibangun dan merujuk kepada keyakinan/kepercayaan, paradigma, kode, 
kebudayaan dan pengetahuan.  
Konstruksi motivasi pelayanan publik dimulai pada tingkat institusi dan 
bagaimana motivasi menjadi akar atau dasar dari content institusi. Penengah 


















Sumber: Perry dan Vandenabeele (2008:57) 
Mekanisme transimisi institusi publik terdiri atas 3 yaitu; sosialisasi, 
identifikasi sosial, budaya preferensi dan pembelajaran sosial. Melalui sosialisasi, 
institusi dipelihara dan dibagikan kepada peserta atau anggota. Untuk 
keterangan kelembagaan yang lebih rinci, Berger dan Luckmann‟s dengan 
Realita Konstruksi Sosial. Melaui fase eksternalisasi, objektifikasi dan 
internalisasi – dan dengan cara mekanisme kontrol – individu disosialisasikan 
kedalam anggota institusi. Melalui identifikasi sosial, institusi didukung oleh 
anggotanya dengan menginternalisasi nilai, norma sikap dan struktur 
kelembagaan. Melalui budaya, individu belajar dari norma-norma yang 























mempengaruhi perilaku. Menurut (Oscar, 1998) Norma-norma didefenisikan 
sebagai penilaian internal - positif atau negatif – untuk mengambil jenis tindakan 
tertentu. Melalui pembelajaran sosial, pembelajaran sosial adalah proses dimana 
nilai-nilai dan pole perilaku ditransmisikan. Bandura menjelaskan dengan 
mengamati orang lain, bentuk aturan perilaku, dan peristiwa di masa depan akan 
menjadi kode yang berfungsi sebagai panduan untuk mengambil tindakan. 
 Perilaku dalam motivasi pelayanan publik selain dipengaruhi oleh 
lembaga juga dipengaruhi oleh diri atau watak pelaku itu sendiri. Konsep diri dan 
identitas adalah dua hal penting yang menghubungkan antara institusi dan 
perilaku. Identitas adalah unsur penting dalam diri. Adapun regulasi diri dalam 
motivasi pelayanan publik menurut Bandura (1986) adalah fungsi dari 3 sub 
fungsi yaitu self-observation, judgmental processes, dan self-reaction.  
2.4 KONSEP KINERJA 
2.4.1 Pengertian Kinerja 
Kinerja dari seorang aparatur penyelenggara pelayanan publik memiliki 
peran yang sangat vital pada suatu organisasi dalam upaya merealisasikan 
tujuan-tujuan organisasi. Kerena merekalah yang menjadi ujung tombak 
organisasi, sehingga tidak mengherankan jika kajian dan penelitian terhadap isu 
ini terus mengalami perkembangan, terutama yang berkaitan dengan isu 
bagaimana kinerja seseorang atau kelompok dapat ditingkatkan. Kinerja dalam 
hal ini adalah membicarakan hasil kerja yang telah dibuktikan oleh seorang 
pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang 
diembannya. Berdasarkan keputusan lembaga Administrasi Negara Republik 
Indonesia (LAN RI) Nomor 239/IX/6/8/2003. Kinerja instansi pemerintahan 
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi 
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pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah 
di tetapkan (LAN, 2003:3). 
Pengertian kinerja selalu sejalan dengan faktor sumberdaya manusia. 
Kinerja sumberdaya manusia merupakan istilah dari kata Job Performance atau 
Aktual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 
seseorang). Menurut Mangkunegara 2005 dalam (Yusri 2013:15) kinerja adalah  
“Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, 
atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM 
per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 
 
Sedangkan menurut Dwilita dan Azhar (2011:15) kinerja dapat diartikan 
sebagai penampilan kerja personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu 
organisasi. Personil dalam hal ini dapat berupa individu maupun kelompok kerja 
personil, baik yang memangku jabatan fungsional dan struktural maupun 
keseluruhan jajaran personil dalam organisasi. Selanjutnya menurut Helfert,1996 
dalam (Dalmy, 2009) kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas 
perusahaan selama periode tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang 
dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan 
sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh baik secara kuantitas 
maupun kualitas dari suatu proses pekerjaan.  
2.4.2 Pengukuran Kinerja 
Jika kinerja itu dievaluasi, atau dinilai dan dibandingkan dengan 
pelaksanaan pada periode dengan periode berikutnya, maka melahirkan konsep 
penilaian kinerja. Penilaian kinerja menurut Mulyadi (2007:359) adalah  
“Penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 
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organisasi, dan personelnya, berdasarkan sasaran strategik”. Sedangkan 
menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah LAN RI (2003:4), Pengukuran kinerja adalah  
Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan 
kegagalan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran,dan 
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi,dan strategi instansi 
pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap 
indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan 
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula 
analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan 
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam 
rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi,dan misi  sebagaimana 
ditetapkan  dalam rencana  stratejik. 
 
Tujuannya adalah untuk memudahkan proses pemberian imbalan dan 
hukuman, mengidentifikasi personil yang layak mendapatkan promosi, pelatihan 
yang lebih tinggi, dan membimbing serta mengembangkan kinerja personil 
secara individu Furtwengler, 2000 dalam (Dwilita dan Azhar, 2011:15). Kinerja 
yang baik tercermin dari perencanaan yang baik pula. Penilaian kinerja sangat 
penting untuk seluruh organisasi, selain untuk menilai keberhasilan perusahaan, 
pihak manajemen juga dapat menggunakan kinerja sebagai bahan evaluasi 
untuk melakukan perencanaan kinerja yang lebih baik pada periode berikutnya. 
Menurut Mulyadi (2007:360), penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh pihak 
manajemen untuk. 
a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 
pemotivasian pegawai secara maksimum. 
b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 
pegawainya seperti: promosi, pemberhentian, dan mutasi. 
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 




d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 
mereka menilai kinerja. 
e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 
Larkin,1990 dalam (Kasim,dkk, 2013:108) menyatakan bahwa terdapat 
empat dimensi personalitas dalam mengukur kinerja auditor, yaitu kemampuan 
(ability), komitmen profesional, motivasi, dan mempunyai kemampuan dalam hal 
auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Walaupun demikian, 
pelaksanaan kinerja yang objektif bukanlah tugas yang sederhana, penilaian 
harus dihindarkan adanya like dan dislike dari penilai, agar objektifitas penilaian 
dapat terjaga (Latuse, 2009:42). Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan 
faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. 
Dengan adanya penilaian kinerja maka mampu memberikan kontribusi positif 
bagi perkembangan dan pertumbuhan organisasi secara menyeluruh, kerena 
dari aktivitas penilaian kinerja tersebutlah kondisi kerja pegawai dapat diketahui.  
2.4.3  Indikator Kinerja 
Kinerja memerlukan indikator (Perfomance Indicators) yang dipakai untuk 
aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara kualitatif atas dasar perilaku yang 
dapat diamati. Indikator kinerja mengajurkan sudut pandang prospektif. Terdapat 
tujuh indikator kinerja menurut Wibowo, yaitu : 
1. Tujuan  
Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh 






Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat 
dicapai. Kinerja pegawai dapat dikatakan berhasil apabila mampu 
mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara 
atasan dan bawahan. 
3. Umpan balik 
Umpan balik merupakan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan 
kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik 
dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasilnya dapat digunakan 
untuk perbaikan kinerja. 
4. Alat atau sarana 
Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan 
untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. 
5. Kompetensi 
Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
menjalankan pekerjaan yang diberikan kepada pegawai bersangkutan 
dengan baik. Kompetensi memungkinkan pegawai melaksanakan tugas 
untuk mencapai tujuan. 
6. Motif 
Motif adalah alas an atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan 
sesuatu. Atasan dapat menfasilitasi motivasi kepada bawahan dengan 
insentif, pengakuan, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan 
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balik, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan 
tindakan yang mengakibatkan disentensif. 
7. Peluang 
Pegawai perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi 
kerjanya. Terdapat dua factor yang menyebabkan berjurangnya 
kesempatan untuk berkomunikasi yakni ketersediaan waktu dan 
kemampuan untuk memenuhi syarat. 
 Sedangkan Bernardin dan Russel, mengutarakan untuk pengukuran 
kinerja atau hasil kerja dari seseorang karyawan digunakan sebuah daftar 
pertanyaan yang berisikan beberapa dimensi tentang hasil kerja atau kinerja. 
 Ada 5 (lima) criteria untuk menilai kinerja karyawan menurut Bernardin 
dan Russel yaitu : 
1. Kualitas pekerjaan 
Nilai dimana proses atau hasil dari ketelitian dalam melaksanakan 
pekerjaan kesempurnaan pekerjaan itu sendiri 
2. Kuantitas pekerjaan 
Jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau dilakukan, dan ditandakan seperti 
nilai uang, jumlah barang, atau jumlah kegiatan yang telah dikerjakan 
atau yang terlaksana. 
3. Ketetapan waktu 
Nilai dimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan, atau pada waktu yang ditentukan 
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4. Kebutuhan atau pengawasan 
Dimana pegawai tanpa ragu untuk meminta bantuan atau petunjuk dari 
supervisor untuk melaksanakan pekerjaan akan terhindar dari kekeliruan 
yang berakibat buruk bagi organisasi. 
5. Hubungan antar pribadi 
Dimana dalam meningkatkan kinerja pegawai, haruslah terjalin kerjasama 
antar pegawai. 
Secara umum criteria yang digunakan adalah kuantitas, waktu yang 
digunakan, jabatan yang dipegang, absensi dna ketenangan dalam 
melaksanakan pekerjaan. Kriteria yang mana yang digunakan adalah 
berbeda antara pekerjaan yang satu dengan yang lain. Jadi, pengukuran 
kinerja tergantung pada jenis pekerjaan dari apa yang dihasilkan oleh 
organisasi atau insitusi yang berkepentingan. 
Menurut Agus Darma mengatakan bahwa hamper semua cara 
pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
 Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 
Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari 
proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah 
keluaran yang dihasilkan. 
 Kualitas adalah mutu yang dihasilkan. Pengukuran kualitatif 
keluaran mencerminkan pengukuran tingkat “kepuasan”. Yakni 
seberapa baik penyelesaiannya. 
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 Ketepatan waktu adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang 
direncanakan. Pengukuran ketetapan waktu merupakan jenis 
khusus penyelesaian suatu kegiatan. 
Secara umum kriteria yang digunakan adalah kualitas, kuantitas, 
waktu yang digunakan, jabatan yang dipegang, absensi dan 
ketenangan dalam melaksanakan pekerjaan. Kriteria mana yang 
digunakan adalah berbeda antara pekerjaan yang satu dengan 
yang lain, jadi pengukuran kinerja tergantung pada jenis pekerjaan 
dan apa yang dihasilkan oleh organisasi atau institusi yang 
berkepentingan. 
Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
pengukuran kinerja merupakan tindakan penilaian yang dilakukan 
terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada dalam 
organisasi. Dari hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan 
sebagai umpana balik memberikan respon tentang prestasi, 
pelaksanaan suatu rencana dan pada titik mana organisasi 
memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan 
pengendalian. 
Dalam penelitian ini dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai 
ialah 5 kriteria menurut Bernardin dan Russel yang terdiri atas, kualitas 
pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketetapan waktu, kebutuhan akan pengawasan, 





2.5 Kerangka Konseptual 
Motivasi pelayanan publik (PSM) adalah salah satu bentuk atau bagian 
yang khas dari motivasi yang dapat didefinisikan sebagai motivasi yang 
mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi 
dan kepentingan organisasi, mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk 
berbuat baik kepada orang lain dan menyumbangkan darma baktinya kepada 
kesejahteraan organisasi dan masyarakat. Ada 4 dimensi-dimensi dalam skala 
pengukuran motivasi pelayanan publik menurut Perry dan Wise (1990) yaitu 
ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik, komitmen pada kepentingan 
publik, rasa empati dan pengorbanan diri. 
Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) 
baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu 
dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya (Mangkunegara 2005 dalam (Yusri 2013:15)). Adapun 
indikator pengukuran kinerja adalah kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, 


















Gambar 3: Kerangka Pikir 
2.6 HIPOTESIS 
2.6.1 Hipotesis Teoritis 
1. Motivasi Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap kinerja 
pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar 
2. Ketertarikan pada Pembuatan Kebijakan Publik berpengaruh 
positif terhadap kinerja pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar 
3. Komitmen pada kepentingan publik berpengaruh positif terhadap 
kinerja pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar 
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4. Rasa Empati berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
5. Rasa Pengorbanan diri berpengaruh positif terhadap kinerja 
pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar 
2.6.2 Hipotesis Statistik  
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ ε 
Dimana: 
Y = Kinerja Pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di 
Kota Makassar 
α = konstanta atau intercep 
X1 = Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik 
X2 = Komitmen pada kepentingan publik  
X3 = Rasa empati 
X4 = Pengorbanan diri 
β 1 . . . . . . β 4 = koefisien regresi yang akan dihitung 
ε = faktor penganggu atau errorn term 
2.6.3 Hipotesis Penelitian 
H1: Keterkaitan pada pembuatan kebijakan publik berpengaruh segnifikan 
positif terhadap kinerja pegawai pada Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar 
H2 : Komitmen pada kepentingan publik berpengaruh segnifikan terhadap 




H3: Rasa Empati berpengaruh segnifikan terhadap kinerja pegawai pada 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
H4 : Pengorbanan diri Empati berpengaruh signifikan terhadap kinerja 






















3.1  Lokasi Penelitian 
 Dalam Penelitian skripsi ini, penulis menentukan salah satu objek 
penelitian yaitu pada Badan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal Provinsi 
Sulawesi-Selatan yang berlokasi di Jl. Urip Sumaharjo No.8, Kompleks 
Gabungan Dinas, Makassar. Dengan pertimbangan memudahkan penulis dalam 
mengumpulkan data-data yang diperlukan dan pada akhirnya waktu, tenaga 
dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. 
3.2  Jenis penelitian 
 Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, maka penelitian ini diharapkan 
dapat menjelaskan fenomena yang ada, terutama yang berkaitan dengan 
Pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kinerja pegawai di Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar. Sehingga memperoleh umpan 
balik dari aktivitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan Motivasi pelayanan 
publik terhadap kinerja pegawai yang akan diteliti. 
3.3  Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang diperlukan meliputi data kuantitatif atau data berupa 
angka-angka seperti jumlah pegawai dan hasil kuesioner yang dikuantitatifkan. 
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek 
penelitian melalui pengisian kuesioner (angket) oleh respon pegawai yang 
selanjutnya akan dijadikan pembahasan hasil-hasil penelitian. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain seperti bahan 
bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. 
3.4.  Populasi dan sampel 
  Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal. Sedangkan sampel adalah bagian populasi 
yang ingin diteliti. Sampel juga merupakan bagian atau sejumlah cuplikan 
tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. 
Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian 
menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 
yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun teknik penarikan 
sampel yang digunakan ialah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan dalam penelitian ini 
adalah karena fokus penelitian mengenai motivasi pelayanan publik maka, 
sampel sumber data yang relevan ialah pegawai yang berstatus pegawai 
negeri sipil. 
 Adapun jumlah pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar ialah 87 orang. Maka, sampel dalam 
penelitian ini ialah seluruh jumlah pegawai yang berstatus pegawai negeri 
sipil di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 





3.5  Teknik Pengumpulan Data 
Prosedur pengambilan data menggunakan pendekatan penelitian 
lapangan, dimana penelitian yang dilakukan langsung ke objek penelitian. 
Adapun metode yang digunakan sebagai berikut : 
1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian sejumlah 
pertanyaan dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk table 
kuesioner yang berkaitan dengan Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik 
terhadap Kinerja Pegawai Kantor PTSP di Kota Makassar. adapun bentuk 
kuesioner bersifat tertutup, karena pilihan jawaban ditetapkan dalam 
penelitian ini terdiri dari empat pilihan jawaban yang disiapkan. 
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengutip atau mencatat 
data dari dokumen objek penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian 
yang dilakukan. Adapun dokumen yang dibutuhkan yaitu data tentang 
pegawai Kantor BPTPM Kota Makassar. 
3.6  Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif 
yaitu dengan menggunakan skala likert. Untuk keperluan analisis secara 
kuantitatif maka jawaban-jawaban diberi skor sebagai berikut : 
Sangat Tidak Setuju   (STS)   = 1 
Tidak Setuju    (TS)   = 2 
Ragu-Ragu    (RR)  = 3 
Setuju     (S)   = 4 
Sangat Setuju   (SS)   = 5 
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability 
sampling, yaitu teknik sampling dimana individu/unit yang diambil dari populasi 
mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini 
menggunakan stratified Random Sampling dimana data dikelompokkan ke dalam 
strata-strata yang didasarkan atas perbedaan sifat/karakter sesuai tujuan 
penelitian. Secara spesifik yaiku proportionate stratified random sampling. Teknik 
ini digunakan jika karakteristik setiap unsur populasi heterogen namun berstrata 
secara proporsional. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis statistik dengan menggunakan SPSS 20.0. Metode analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (Multiple 
Regression Analysis). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh 
antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat.  
3.7  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.7.1 Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yakni variabel bebas 
(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel terikat 
adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti sedangkan variabel bebas 
adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat secara positif ataupun 
negatif (Sekaran, 2009:116-117). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik, komitmen pada 
kepentingan publik, rasa empati dan pengorbanan diri. Sedangkan variabel 
terikatnya adalah Kinerja Pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 




3.7.2. Definisi Operasional  
1. Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik, menurut Perry dan Wise 
erat kaitannya dengan motivasi untuk mencapai prestasi yang 
memungkinkan seseorang individu memperoleh kepuasan batin/pribadi. 
2. Komitmen pada kepentingan publik, erat kaitannya dengan motif atau 
keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat berupa 
kepentingan individu dalam program atau pelayanan publik tertentu 
disebabkan adanya pendirian atau keyakinan yang tulus dan kasih 
sayang terhadap kepentingan sosial. 
3. Rasa empati, dicirikan oleh adanya keinginan untuk menolong orang lain. 
Artinya, motif ini mencakupi sifat mementingkan kepentingan orang lain 
(altruism), sikap ikut merasakan perasaan orang lain (empathy), 
keyakinan moral (moral conviction), dan keinginan-keinginan prosocial 
lainnya. 
4. Pengorbanan diri, mencakupi sikap kecintaan pada tanah air (patriotism), 
tanggung jawab kepada tugas (duty), dan kesetiaan (loyalty) kepada 
negara. 
5. Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, 
atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM 
per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 




Definisi Operasional kinerja ialah : 
1. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai 
diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
2. Kualitas pekerjaan adalah mutu yang dihasilkan dengan melihat 
bagaimana pekerjaan dilakukan sesuai dengan perintah sehingga 
pekerjaan yang dilakukan berdasarkan input yang ada akan mencapai 
target kerja yang ditetapkan. 
3. Kuantitas pekerjaan adalah jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 
Yang menyangkut volume keluaran atau jumlah pekerjaan yang dapat 
dilakukan atau dalam hal penyelesaian sesuai dengan jadwal. 
4. Ketetapan waktu adalah nilai dimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan 
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau pada waktu yang 
ditentukan. 
5. Kebutuhan akan pengawasan, di mana pegawai tanpa ragu untuk 
meminta bantuan atau petunjuk dari kepala bagian atau kepala sub 
bagian untuk melaksanakan pekerjaan akan terhindar dari kekeliruan 
yang berakibat buruk bagi organisasi. 
6. Hubungan antar pribadi, dimana kerjasama antar sesama pegawai harus 






3.8. Definisi Konseptual 
1. Pengaruh ketertarikan pada Pembuatan Kebijakan Publik terhadap 
Kinerja Pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Attraction to public policy atau ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik 
(James L.Perry dan Wise,1990) ini berangkat dari perspektif rasional yang 
menggambarkan individu pada proses pelayanan publik dengan kesempatan 
(opportunity) yang dimiliki untuk berpartisipasi di dalam perumusan kebijakan 
public. menurut Perry dan Wise erat kaitannya dengan motivasi untuk mencapai 
prestasi yang memungkinkan seseorang individu memperoleh kepuasan 
batin/pribadi. Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai. Ketika seorang pegawai memiliki ketertarikan pada 
pembuatan kebijakan publik maka kinerjanya juga akan meningkat secara 
signifikan. 
H1: Keterkaitan pada pembuatan kebijakan public berpengaruh segnifikan positif 
terhadap kinerja pegawai pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar 
2. Pengaruh Komitmen pada kepentingan publik terhadap Kinerja Pegawai 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. 
Commitment to the public interest atau komitmen pada kepentingan publik 
(James L.Perry dan Wise,1990) bersumber dari paradigma normative di dalam 
pelayanan public yang secara umum diidentifikasi dan dilukiskan dalam bentuk 
komitmen yang mendahulukan pelayanan berorientasi pada kepentingan umum 
(public interest). Komitmen pada kepentingan publik erat kaitannya dengan motif 
atau keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat berupa 
kepentingan individu dalam program atau pelayanan publik tertentu disebabkan 
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adanya pendirian atau keyakinan yang tulus dan kasih sayang terhadap 
kepentingan sosial. Komitmen pada kepentingan publik berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai badan perizinan terpadu dan penanaman modal. Ketika seorang 
pegawai memiliki komitmen pada kepentingan publik maka keinginannya untuk 
melayani publik akan tinggi dan hal ini akan secara signifikan berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai. 
H2 : Komitmen pada kepetingan publik berpengaruh segnifikan terhadap kinerja 
pegawai pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
3. Pengaruh Rasa Empati terhadap kinerja Pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal. 
Compassion atau rasa empati (James L.Perry dan Wise,1990) dicirikan oleh 
adanya keinginan untuk menolong orang lain. Artinya, motif ini mencakupi sifat 
mementingkan kepentingan orang lain (altruism), sikap ikut merasakan perasaan 
orang lain (empathy), keyakinan moral (moral conviction), dan keinginan-
keinginan prosocial lainnya. Rasa empati berpengaruh terhadap kinerja pegawai 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Ketika seorang pegawai 
memiliki rasa empati yang tinggi dalam melayani publik maka akan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai. 
H3: Rasa Empati berpengaruh segnifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
4. Pengaruh Pengorbanan Diri terhadap Kinerja Pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal. 
self-sacrifice atau pengorbanan diri (James L.Perry dan Wise,1990) mencakupi 
sikap kecintaan pada tanah air (patriotism), tanggung jawab kepada tugas (duty), 
dan kesetiaan (loyalty) kepada negara. Pendapat ini juga didukung oleh Brewer 
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et.al. (2000) yang mengungkapkan bahwa sebagian individu memiliki norma dan 
emosi yang kuat untuk mengabdi pada sektor publik Motivasi atau etika 
pelayanan publik ini dipandang dapat menarik individu-individu tertentu untuk 
mengabdi di sektor publik dan membantu mewujudkan perilaku kerja (work 
behavior) yang konsisten dengan kepentingan publik. Rasa Pengorbanan Diri 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal. Ketika seorang pegawai memiliki rasa pengorbanan diri 
dalam menjalankan tugsanya, hal ini akan membuat pegawai mengabdikan 
seluruh kemampuannya untuk publik dan secara signifikan akan mempengaruhi 
kinerja pegawai. 
H4 : Pengorbanan diri Empati berpengaruh segnifikan terhadap kinerja pegawai 





















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1  Gambaran Umum Instansi 
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 6 Tahun 2014, tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar  adalah antara lain merumuskan kebijakan 
teknis  pelayanan terpadu dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman 
modal, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada 
potensi daerah. 
Dengan adanya Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat 
Makassar, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan 
kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan mempermudah 
pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan 
profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wira 
usaha yang mandiri. 
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPTPM (Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal) Kota Makassar 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang di 
bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7) dan Peraturan 
Walikota Nomor 20 tentang Tata Cara Pembentukan Izin di Kota Makassar.  
Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepala Walikota 
Makassar, maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
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Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:  
1. Tugas Pokok : 
Bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas 
Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar 
dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2013 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar.  
2 .Fungsi: 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dan penanaman modal ; 
b. Penyusunan, perumusan dan penetapan program serta kebijakan di bidang 
pelayanan perizinan dan penanaman modal ; 
c. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penananman modal dan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu; 
d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan perizinan dan non 
perizinan di bidang penanaman modal ; 
e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerinthan daerah di bidang 
perizinan dan non perizinan ; 
f. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, informasi,  pemrosesan/pengolahan 
dan pelaporan penyelenggaran perizinan dan non perizinan ; 
g. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan penyelesaian atas 
pengaduan ; 
h. Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan 
Badan Perizinan Terpadu dan Penananman Modal ; 
i. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
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non perizinan, termasuk koordinasi pengkajian teknis  perizinan melalui Tim 
teknis  
j. Perumusan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan 
perizinan sesuai dengan kewenangannya ; 
k. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan 
keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya ; 
l. Pelaksanaan kesekretariatan ; 
m. Pembinaan Unit Pelaksana teknis dan tenaga fungsional. 
4.1.2 Visi dan Misi BPTPM (Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal) Kota Makassar 
Adapun Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar yakni VISI : Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Bagi 
Semua Melalui Penyelenggaraan Perizinan Dan Penanaman Modal Yang 
Berkelas Dunia. Sedangkan MISI Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan Perizinan  dan Penanaman 
Modal yang transparan akuntabel dan bebas korupsi. 
2. Modernisasi pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui penerapan 
teknologi informasi. 
3. Meningkatkan kompetensi Aparatur BPTPM melalui penerapan sistem 
reward dan Punishment. 




























Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar Sebagai berikut: 
1. Kepala Badan  
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pokok 
sesuai Kebijaksanaan Walikota danPeraturan perundang-undangan yang 
berlaku,merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan 
mengendaliakan tugas-tugas Badan.Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala 
Badan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pelayanan 
administrasi perizinan dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada 
masyarakat; 
b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan bidang 
penerbitan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi 
terkait; 
c. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan pungutan 
biaya perizinan dan pembukuan; 
d. Penyusunan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pengkoordinasian 
dan penyusunan program pendataan izin dan pembuatan laporan izin 
yang telah diterbitkan; 
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
2. Sekretaris  
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative 
bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. pengelolaan ketatausahaan Badan; 
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b. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan; 
c. pelaksanaan urusan keuangan Badan; 
d. pelaksanaan urusan perlengkapan Badan; 
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan.  
2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis 
ketatusahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan 
urusan rumah tangga Badan.  
2.2 Subbagian Keuangan 
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas 
teknis keuangan. 
2.3 Subbagian Perlengkapan  
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis 
perlengkapan, membuat laporan seta mengevaluasi semua pengadaan 
barang. 
3. Bidang Pelayanan Perizinan  
Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas menyusun rencana, 
meneliti berkas pemohon dan melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang 
telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas, bidang pelayanan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelayanan Perizinan; 
b. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan; 
c. perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program Bidang 
Pelayanan Perizinan; 
d. penyusunan perencanaan Bidang Pelayanan Perizinan; 
e. pelaksanaan monitoring program Bidang Pelayanan  Perizinan; 
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f. penginventarisasian permasalahanyang timbul dan merumuskan langkah-
langkah pemecahannya; 
g. pengevaluasian pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai 
sasaran yang telah ditetapkan; 
h. pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan bidang Pelayanan 
Perizinan; 
i. pengkoordinasian internal dengan sekretaris, bidang-bidang serta 
koordinasi eksternal dengan satuan kerja terkait dalam penyusunan 
rencana dan program Bidang Pelayanan Perizinan; 
j. pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
3.1 Subbidang Informasi dan Pengaduan  
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengolah bahan dan data terkait 
informasi dan pengaduan terkait perizinan. Dalam melaksanakan 
tugasnya. 
3.2 Subbidang Pendaftran dan Penyerahan Perizinan  
Mempunyai tugas menyusun rencana, meneliti berkas pemohon, 
melakukan penginputan dan proses penerbitan izin serta melakukan 
koordinasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam melaksnakan 
tugasnya. 
4. Bidang Pengolahan Perizinan  
Bidang Pengolahan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan 
pemrosesan penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan serta 
penetapan SKRD. Bidang pengolahan perizinan menyelenggarakan fungsi :  
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengolahan Perizinan; 
b. perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program 
pembangunan di bidang Pengolahan Perizinan; 
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c. Penyusunan rencana, program dan kegiatan  Bidang Pengolahan 
Perizinan; 
d. Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan;  
e. Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Bidang  Pelayanan 
Perijinan; 
f. Pelaksanaan pelayanan perijinan; 
g. Pelaksanaan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan 
permohonan Ijin; 
h. Pengkoordiniran pengolahan data perijinan;  
i. Pengkoordiniran pelaksanaan peninjauan lokasi/lapangan terhadap 
permohonan ijin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan; 
j. Pengkoordiniran pelaksanaan proses perijinan, dan persiapan konsep 
Surat Keputusan Perijinan; 
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang 
pelayanan perijinan;  
l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan 
kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan I. 
m. menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
administrasi pelayanan perizinan;  
n. melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan; dan  
pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
5. Bidang Penanaman Modal  
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengakajian, 
penelitian dan promosi potensi daerah, penyusunan profil investasi daerah 
dalam rangka kerjasama antar daerah dalam luar negeri. Bidang 
penanaman modal menyelenggarakan fungsi :  
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a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanaman Modal; 
b. melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan penanaman modal 
daerah; 
c. melaksanakan pengkajian dan penelitian mengenai potensi penanaman 
modal daerah; 
d. melaksanakan penyusunan profil investasi daerah; 
e. melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai 
dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-
bidang usaha unggulan/prioritas; 
f. melaksanakan  konsultasi, bimbingan dan pengendalian teknis 
pemberian persetujuan proyek baru, perluasan PMDN dan perubahan 
atas bidang usaha/proyek yang menjadi kewenangan daerah; 
g. melaksanakan pengumpulan dan mengsistematisasikan data peruntukan 
tanah sesuai dengan rencana tata kota dan rencana tata guna tanah; 
h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penanaman modal serta penggunaan fasilitas penanaman modal; 
i. melaksanakan promosi potensi daerah; 
j. melaksanakan kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri dalam 
bidang penanaman modal; 
k. pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
5.1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan 
Mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan pengkajian dan 






5.2. Subbidang Promosi dan Investasi  
Mempunyai tugas menyusun rencana dan mendorong pengembangan 
dunia usaha serta transformasi potensi daerah menjadi kekuatan 
ekonomi melalui promosi potensi dan peluang investansi di dalam negeri 
dan luar negeri. 
6. Bidang Data dan Pengendalian  
Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan data, dokumentasi dan penerapan telnologi informasi dan 
regulasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman 
modal. Bidang data dan pengendalian menyelenggarakan fungsi :  
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Data dan Pengendalian; 
b. penyusunan bahan pengelolaan Data, Dokumentasi dan Penerapan 
teknologi informasi; 
c. pengelolaan regulasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; 
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan 
penanaman modal; 
e. pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
6.1. Subbidang Data,Dokumentasi dan Penerapan Teknologi Informasi 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, dokumentasi dan 
penerapan teknologi informasi.  
6.2. Subbidang Regulasi, Monitoring dan Evaluasi  
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan data dan bahan 
terkait regulasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan 






4.2  Hasil Penelitian  
4.2.1  Gambaran Umum  Responden  
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang 
telah disebarkan melalui contact person kepada pengawai di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar pada tanggal 1 Januari  2015. 
Sampai dengan batas akhir pengambalian yakni tanggal 15 Januari 2015, dari 43 
kuisioner yang disebarkan, 40 kuisioner yang kembali dan 3 kuisioner yang tidak 
kembali. Tingkat pengembalian (response rate) yang diperoleh adalah 92,1 % 
sedangkan sisanya 7,9 % tidak kembali. Hal ini dikarenakan adanya pegawai 
yang cuti dan dinas keluar kota pada saat penyebaran kuisioner dilakukan, 
akibatnya perantara tidak sempat memberikan kuesioner sampai batas waktu 
yang ditentukan. 
Data demografi responden dalam tabel 5.1 di bawah ini menyajikan 
beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di 
lapangan. Tabel 4.1 berisi informasi yang disajikan, antara lain Jenis kelamin,  
usia, tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa responden 
(pegawai) perempuan lebih banyak yaitu 57,5 % dibandingkan responden laki-
laki yang hanya 42,5 %. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan usia 
dan diketahui bahwa mayoritas responden berusia 30 – 38 tahun yaitu sebanyak 
40 %. Kemudian mereka yang berusia 39-48 tahun sebanyak 35 %. Sedangkan 







Tabel 4.1 Data Demografi Responden  
Keterangan  Jumlah (orang)  Persentase  
Jenis Kelamin  
1. Laki-laki 








1. 21-29 tahun  
2. 30-38 tahun  













4. Sarjana/Pascasarjana  













Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Berdasarkan tingkat pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan, 
diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan 
Sarjana/Pascasarjana yaitu sebanyak 77,5%. Kemudian mereka yang 
berpendidikan SMTA sebanyak 17,5%, SLTP dan umum  masing-masing hanya 
2,5%.  
4.2.2 Uji Kualitas  Data 
a. Uji Validitas 
Data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menguji kualitas 
data berupa uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji validitas yang dilakukan 
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dengan bantuan program SPSS versi 17,0 menunjukkan bahwa koefisien 
korelasi pearson moment untuk setiap item butir pernyataan dengan skor total 
variable Motivasi Pelayanan Publik (X)  dan Kinerja Pegawai (Y)  signifikan pada 
tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa setiap 
item indikator instrumen untuk Motivasi pelayanan publik tersebut valid. Secara 





























Butir total  variable X 
R tabel  
Keterangan 
i1 0.456 0.3120 Valid 
i2 0.679 0.3120 Valid 
i3 0.313 0.3120 Valid 
i4 0.738 0.3120 Valid 
i5 0.802 0.3120 Valid 
i6 0.653 0.3120 Valid 
i7 0.805 0.3120 Valid 
i8 0.744 0.3120 Valid 
i9 0.625 0.3120 Valid 
i10 0.643 0.3120 Valid 
i11 0.514 0.3120 Valid 
i12 0.674 0.3120 Valid 
i13 0.329 0.3120 Valid 
i14 0.609 0.3120 Valid 
i15 0.444 0.3120 Valid 
i16 0.805 0.3120 Valid 
i17 0.799 0.3120 Valid 
i18 0.495 0.3120 Valid 
i19 0.562 0.3120 Valid 
i20 0.528 0.3120 Valid 
i21 0.560 0.3120 Valid 
i22 0.770 0.3120 Valid 
i23 0.474 0.3120 Valid 
i24 0.613 0.3120 Valid 






Tabel 4.3  Hasil Uji  Validitas Instrumen Kinerja Pegawai Badan Perizinan 




Butir total  variabel Y 
R tabel  
Keterangan 
i25 0.607 0.3120 Valid 
i26 0.564 0.3120 Valid 
i27 0.595 0.3120 Valid 
i28 0.761 0.3120 Valid 
i29 0.372 0.3120 Valid 
i30 0.765 0.3120 Valid 
i31 0.774 0.3120 Valid 
i32 0.646 0.3120 Valid 
i33 0.625 0.3120 Valid 
i34 0.531 0.3120 Valid 
i35 0.796 0.3120 Valid 
i36 0.697 0.3120 Valid 
i37 0.679 0.3120 Valid 
i38 0.785 0.3120 Valid 
i39 0.708 0.3120 Valid 
i40 0.611 0.3120 Valid 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 
b. Reliabilitas  
 
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji One Shot, 
artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 
pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban 
pertanyaan. Hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai 
CronbachAlpha (α) untuk masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,60 , 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-
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masing variabel adalah reliabel (Nunnally dalam Ghozali, 2006). Hasil uji 
reliabilitas secara rinci ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut ini. 
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel 
Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 
Items 








Sumber: Data Primer diolah, 2015 
4.2.3  Deskripsi  Variabel Penelitian  
Semua kuesioner yang sudah terkumpul ditabulasi untuk tujuan analisis 
data. Data yang ditabulasi adalah semua tanggapan atau jawaban responden 
atas setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan 
berkaitan dengan variable motivasi pelayanan publik (X) dan Kinerja Pegawai (Y) 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal  di kota Makassar. Motivasi 
pelayanan publik (X) terbagi atas 4 variabel independen yaitu X1, X2, X3, dan 
X4.   Data hasil tabulasi diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17 
yang menghasilkan deskripsi statistik variabel penelitian seperti yang tampak 




















X1 3-15 5-12 9 8.7 1.91 
X2 5-25 10-25 15 19.9250 3.597 
X3 8-40 23-40 24 31.125 4.586 
X4 8-40 21-39 24 30.85 3.990 
Y 16-80 44-74 48 61.6250 7.50619 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Dari tabel 4.5 tersebut dapat diketahui informasi tentang standar deviasi, 
rata-rata, serta rentang teoritis masing-masing pertanyaan dan rentang aktual 
dari  masing-masing responden. Secara rinci tabel 4.5 akan dijelaskan berikut ini. 
a. Keterkaitan pembuat kebijakan publik (X1) 
Variabel keterkaiatan pembuat kebijakan publik (X1) diukur dengan 
menggunakan instrumen yang terdiri dari 3 pertanyaan. Seperti terlihat pada 
tabel 4.5, dari 40 responden dihasilkan rentang aktual 5 – 12, artinya keterkaitan 
pembuat kebijakan publik yang kurang berada pada kisaran 5 dan yang lebih 
tinggi berada pada kisaran 12. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah 
antara 3 (menunjukkan keterkaitan pembuat kebijakan publik  yang paling 
rendah) sampai 15 (menunjukkan keterkaitan pembuat kebijakan publik yang 
paling Rata-rata aktual (mean) keterkaitan pembuat kebijakan public untuk 
seluruh responden adalah 8.7 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 9. Karena 
rata-rata aktual lebih rendah daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa 
pengawai cederung keterkaitan pembuat kebijakan publik yang rendah. Standar 
deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data 
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terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel Kinerja pegawai adalah sebesar 
1.91 Hal ini berarti bahwa variansi data relatif lebih kecil karena standar deviasi 
lebih kecil dari mean. 
b. Komitmen pada kepentingan publik (X2) 
Variabel komitmen pada kepentingan publik diukur dengan menggunakan 
instrumen yang terdiri dari 5 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.5, dari 40 
responden dihasilkan rentang aktual 10 – 25, artinya komitmen  pada 
kepentingan publik pegawai yang kurang berada pada kisaran 10 dan yang lebih 
tinggi berada pada kisaran 25. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah 
antara 5 (menunjukkan komitmen pada kepentingan publik yang paling rendah) 
sampai 25 (menunjukkan komitmen pada kepentingan publik yang paling tinggi). 
Rata-rata aktual (mean) komitmen pada kepentingan publik untuk seluruh 
responden adalah 19.9250 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 15. Karena 
rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis,dapat disimpulkan bahwa 
pegawai cenderung memiliki komitmen pada kepentingan publik yang tinggi. 
Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata 
data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel komitmen pada kepentingan 
publik adalah sebesar 3.597. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif lebih kecil 
karena standar deviasi lebih kecil dari mean. 
c. Rasa empati (X3) 
Variabel rasa empati  diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri 
dari 8 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.5, dari 40 responden dihasilkan 
rentang aktual 23 – 40, artinya rasa empati pegawai  yang kurang berada pada 
kisaran 23 dan rasa empati pegawai yang lebih tinggi berada pada kisaran 40. 
Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 8 (menunjukkan rasa 
empati yang paling rendah) sampai 40 (menunjukkan rasa empati  yang paling 
tinggi). Rata-rata aktual (mean) rasa empati untuk seluruh responden adalah 
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31,25 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 24. Karena rata-rata aktual lebih 
tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa pegawai cederung 
memiliki rasa empati yang tinggi. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi 
data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk 
variable rasa empati adalah sebesar 4,586. Hal ini berarti bahwa variansi data 
relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari mean. 
d. Pengorbanan diri (X4) 
Variabel pengorbanan diri diukur dengan menggunakan instrumen yang 
terdiri dari 8 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.5, dari 40 responden 
dihasilkan rentang aktual 21 – 39, artinya pengorbanan diri pegawai yang kurang 
berada pada kisaran 21 dan pengorbanan diri  pegawai yang lebih tinggi berada 
pada kisaran 39. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 8 
(menunjukkan pengorbanan diri yang paling rendah) sampai 40 (menunjukkan 
pengorbanan diri   yangpaling tinggi). Rata-rata aktual (mean) rasa empati untuk 
seluruh responden adalah 30,85 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 24. 
Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan 
bahwa pegawai cederung memiliki pengorbanan diri yang tinggi. Standar deviasi 
menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap 
mean). Standar deviasi untuk variable pengorbanan diri adalah sebesar 3.99 Hal 
ini berarti bahwa variansi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil 
dari mean. 
e. Kinerja Pegawai Badan Perizinan (Y)  
Variabel kinerja pengawai  diukur dengan menggunakan instrumen yang 
terdiri dari 16 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.5, dari 40 responden 
dihasilkan rentang aktual 44–74, artinya kinerja pengawai yang kurang berada 
pada kisaran 44 dan kinerja pegawai yang lebih tinggi berada pada kisaran 74. 
Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 16 (menunjukkan kinerja 
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pegawai yang paling rendah) sampai 80 (menunjukkan kinerja pegawai yang 
paling tinggi). Rata-rata aktual (mean) kinerja pegawai untuk seluruh responden 
adalah 61.6250 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 48. Karena rata-rata 
aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa pengawai 
cederung memiliki kinerja  yang tinggi. Standar deviasi menunjukkan ukuran 
variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi 
untuk variabel Kinerja pegawai adalah sebesar 7.50619. Hal ini berarti bahwa 
variansi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari mean. 
4.2.4  Uji Asumsi Klasik  
a. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variable dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmologorov-
Smirnov (UjiK-S) dengan ringkasan hasil analisis sebagaimana disajikan pada 
tabel 4.6. 
Hasil uji normalitas pada Tabel 4.6 di didapatkan nilai KS sebesar 0,727. 
Nilai ini tidak signifikan pada 0,05 (karena nilai P = 0,666, lebih besar dari 
0,05).Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data tidak 
menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran 









Tabel 4.6 . Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized 
Residual 
N 40 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 
Std. Deviation .41032511 
Most Extreme Differences Absolute .115 
Positive .115 
Negative -.098 
Kolmogorov-Smirnov Z .727 
Asymp. Sig. (2-tailed) .666 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka 
akan disajikan dalam grafik histogram dan grafik normal P-plot . Dimana dasar 
pengambilan keputusan menurut Ghozali (2006) yaitu : 
1) Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya 
menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. 
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal P-Plot di 
atas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang 
mendekati normal (sebagaimana terlampir). Sedangkan pada grafik normal P-
Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah 
penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.  Kedua grafik tersebut 
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menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi 
normalitas (sebagaimana terlampir).  
b. Uji multikolinieritas  






kebijakan public (X1) 
0.673 1.486 Tidak ada 
multikolinearitas 
Komitmen pada 
kepentingan publik (2) 
0.346 2.891 Tidak ada 
multikolinearitas 
Rasa empati (X3) 0.399 2.503 Tidak ada 
multikolinearitas 
Pengorbanan diri (X4) 0.322 3.103 Tidak ada 
multikolinearitas 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen penelitian. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai 
tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,1 dan 
VIF< 10, maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel 
independen dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolinieritas dapat 
dilihat tabel 4.6 berikut: 
Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa angka tolerance dari 
variable independen kompetensi dan independensi mempunyai nilai tolerance 
lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel indpenden 
yang nilainya lebih dari 95%. Sementara itu, hasil perhitungan nilai Variance 
Inflantion Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun 
variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 
independen tersebut 
c. Uji heterokedastisitas  
Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan 
varianmasing-masing variabel independen X1, X2, X3 dan X4 terhadap variabel 
terikat (Y).Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji 
heterokedastisitas Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan 
dengan melihat grafik sebaran nilai residual. Uji heteroskedastisitas 
menggunakan metode grafik plot Regression Standarized Predicted Value 
dengan Regression Studentized Residual. Berdasarkan grafik scatterplot 
(sebagaimana terlampir)  tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola 
yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 
Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model 
regresi. 
4.2.5 Analisis Regresi  
Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan 
menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah 
melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Model regresi 
berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel 
independen Keterkaitan pembuat kebijakan publik (X1), Komitmen pada 
kepentingan publik (X2), Rasa empati (X3) dan Pengorbanan diri (X4). Terhadap 
variable dependen  Kinerja pegawai badan perizinan terpadu dan penanaman 
modal  (Y). 
Berikut ini adalah uraian hasil pengujian regresi berganda dan output 
table pengujian dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 17,0 dalam 
bentuk output model summary, ANOVA (uji F), serta coefficient (uji t) seperti 
pada tabel 4.8, 4.9, dan tabel 4.10 sebagai berikut. 
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a. Uji Koefisien Determinasi 
Berdasarkan tampilan output model summary pada tabel 4.8, besarnya 
adjusted R2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,904. Nilai ini 
menunjukkan bahwa 90,4% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh 
variasivariabel independen yaitukebijakan publik (X1), Komitmen pada 
kepentingan publik (X2), Rasa empati (X3) dan Pengorbanan diri (X4) sedangkan 
sisanya 9.6% dijelaskan oleh sebab lain di luar model. 
Standard Error of Estimate(SEE) 0,16642 apabila dibandingkan dengan 
standard deviation variabel dependen kinerja pegawai 12.35957 adalah lebih 
kecil. Hal ini mengindikasikan variabel independen lebih baik dalam memprediksi 
variasi dependen kinerja pegawai daripada rata-rata kinerja pegawai itu sendiri. 
TABEL 4.8 HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .951a .904 .893 .16642 
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
b. Uji F 
 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.105 4 2.276 82.187 .000a 
Residual .969 35 .028   
Total 10.074 39    
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 
Dari hasil pengujian terhadap uji ANOVA atau F test seperti yang 
ditampilkan pada tabel 4.9 di bawah ini diperoleh nilai F hitung sebesar 82,187 
dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 
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0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pegawai 
atau dapat dikatakan bahwa kebijakan publik (X1), Komitmen pada kepentingan 
publik (X2), Rasa empati (X3)dan Pengorbanan diri (X4) secara simultan 
(bersama-sama) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) 
 
Secara lebih tepat, nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dimana jika 
Fhitung>Ftabel maka variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel 
dependen. Pada taraf α = 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang/df1 (k) = 1 
(jumlah variabel independen) dan derajat kebebasan penyebut/df2 (n-k-1) = 38, 
diperoleh nilai Ftabel4,10. Dengan demikian, nilaiFhitung82,187 lebih besar dari nilai 
Ftabel (4,10). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat di interpretasikan 
bahwa kebijakan publik (X1), Komitmen pada kepentingan publik (X2), Rasa 
empati (X3) dan Pengorbanan diri (X4) secara simultan (bersama-sama) 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Y).  
c. Uji t 
Hasil pengujian hipotesis  pertama yang menyebutkan motivasi 
pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Badan Perizinan 
terpadu dan penanaman Modal Kota Makassar dapat dilihat pada table 4.9.  
table ini memperlihatkan  besar F hitung  adalah 82,187 dan sig. 0.000 yang jauh 
lebih kecil dari nilai alfa 0.05, dengan dapat disimpulkan bahwa motivasi 
pelayanan public berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Badan Perizinan 
terpadu dan penanaman Modal Kota Makassar atau dengan kata lain hipotesis 
pertama diterima.       
Hasil pengujian hipotesis kedua yang menyebutkan bahwa keterkaitan 
pada pembuatan kebijakan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 
badan perizinan  dikonfirmasi pada tabel 4.10. Tabel 4.10 tersebut menunjukkan 
bahwa nilai koefisien regresi variabe lkebijakan publik (X1) adalah -0,046 dan 
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nilai thitung-0,894. Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 
0,05 dengan p value sebesar 0,378. 
 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .138 .216  .639 .527 
X1 -.046 .051 -.057 -.894 .378 
X2 .128 .063 .181 2.034 .050 
X3 .208 .074 .235 2.834 .008 
X4 .654 .094 .641 6.939 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai thitung dan ttabel. Nilai ttabel 
pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) n-k-1 = 38 adalah 
1,69.Dengan demikian, nilai thitung-0.894 <ttabel1,69. Hasil pengujian ini 
menginterpretasikan bahwa keterkaitan pada pembuatan kebijakan publik tidak 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai badan perizinan pada taraf 
signifikansi 5% atau dengan kata lain Hipotesis kedua ditolak. 
Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyebutkan bahwa komitmen  
pada kepentingan public (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai 
badan Perizinan terpadu dan penanaman Modal Kota Makassar dikonfirmasi 
pada table 4.10. Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel komitmen  
pada kepentingan publik (X2) adalah 0,128 dan nilai terhitung 2,034. Nilai 
koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 
sebesar 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel 
komitmen  pada kepentingan publik (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja 
pegawai badan Perizinan terpadu dan penanaman Kota Makassar.  
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Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai thitung dan ttabel. Nilai 
ttabelpada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) n-k-1 = 38 adalah 
1,69.Dengan demikian, nilai thitung2.034 >ttabel1,69. Hasil pengujian ini 
menginterpretasikan bahwa komitmen  pada kepentingan publik (X2) 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai badan perizinan Terpadu dan 
penanaman modal  kota Makassar pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata 
lain Hipotesis ketiga diterima. 
Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) yang menyebutkan bahwa rasa 
empati (X3)  berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai badan Perizinan 
terpadu dan penanaman Modal Kota Makassar dikonfirmasi pada table 4.10. 
Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variable rasa empati (X3) adalah 0,208 
dan nilai thitung 2,834. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 
0,05 dengan p value sebesar 0,008. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien 
regresi variable rasa empati (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai 
badan Perizinan terpadu dan penanaman Kota Makassar.  
Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai thitung dan ttabel. Nilai 
ttabelpada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) n-k-1 = 38 adalah 1,69. 
Dengan demikian, nilai thitung2.834 >ttabel1,69. Hasil pengujian ini 
menginterpretasikan bahwa rasa empati (X3) berpengaruh positif terhadap 
kinerja pegawai badan perizinan Terpadu dan penanaman modal  kota Makassar 
pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain Hipotesis empat diterima. 
Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) yang menyebutkan bahwarasa 
pengorbanan diri (X4)  berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai badan 
Perizinan terpadu dan penanaman Modal Kota Makassar di konfirmasi pada 
table 4.10. Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel rasa pengorbanan 
diri (X4) adalah 0,654 dan nilai thitung 6.939. Nilai koefisien regresi ini signifikan 
pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000. Hasil ini 
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menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel rasa pengorbanan diri (X4) 
berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai badan Perizinan terpadu dan 
penanaman Kota Makassar.  
Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai thitung dan ttabel. Nilai 
ttabelpada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) n-k-1 = 38 adalah 
1,69.Dengan demikian, nilai thitung6.939>ttabel1,69. Hasil pengujian ini 
menginterpretasikan bahwa rasa pengorbanan diri (X4) berpengaruh positif 
terhadap kinerja pegawai badan perizinan Terpadu dan penanaman modal kota 
Makassar pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain Hipotesis empat 
diterima.    
4.3  Pembahasan  
Penelitian ini menguji pengaruh independen Keterkaitan pembuat 
kebijakan publik (X1), Komitmen pada kepentingan publik (X2), Rasa empati (X3) 
dan Pengorbanan diri (X4). Terhadap variable dependen  Kinerja pegawai badan 
perizinan terpadu dan penanaman modal  (Y).. Secara keseluruhan, hasil 
pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat dilihat pada 














RINGKASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 
KODE Hipotesis Hasil 
H1 Motivasi pelayanan publik berpengaruh  positif 
terhadap kinerja pegawai  
Diterima  
H2 Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
pegawai  
Ditolak  
H3 Komitmen pada kepentingan public berpengaruh 
positif terhadap kinerja pegawai  
Diterima 
H4 Rasa empati berpengaruh positif terhadap kinerja 
pegawai  
Diterima 
H5 Pengorbanan diri berpengaruh positif   terhadap 
kinerja pegawai  
Diterima 
 
4.3.1 Pengaruh  motivasi pelayanan publik terhadap kinerja pegawai  
Hasil pengujian hipotesis pertama yang menyebutkan motivasi pelayanan 
publik berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Badan Perizinan terpadu 
dan penanaman Modal Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.9.  tabel ini 
memperlihatkan  besar F hitung  adalah 82,187 dan sig. 0.000 yang jauh lebih 
kecil dari nilai alfa 0.05, dengan kata lain variabel  independen keterkaitan pada 
pembuatan kebijakan publik, komitmen pada kepentingan publik, rasa empati 
dan  pengorbanan diri  berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai atau 
dengan kata lain bahwa motivasi pelayanan publik berpengaruh positif dan  
signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Perizinan terpadu dan penanaman 
Modal Kota Makassar. Seperti yang dijelaskan oleh Perry James L bahwa 
motivasi pelayanan publik sangat berpegaruh terhadap kinerja pegawai dalam 
mengabdikan dirinya kepada masyarakat karena salah satu bentuk atau bagian 
khas dari motivasi pelayanan publik adalah untuk mendorong seorang pekerja 
(pegawai) untuk mementingkan kepentingan organisasi, dan menyumbangkan 
darma baktinya kepada kesejahteraan organisasi dan masyarakat. Artinya 
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konsep motivasi pelayanan publik menunjukkan  bahwa seorang pegawai publik 
akan terlibat dalam tingkah laku yang konsisten terhadap motif yang 
berorientasikan komunitas dan sikap altruistic. Seperti yang dikembangkan oleh 
para peneliti administrasi publik di barat konsep ini mengandung makna sebagai 
motivasi yang mendorong seseorang pekerja atau pegawai untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada publik (rakyat). Dalam salah satu kajian Perry 
dijelaskan pula bahwa motvasi pelayanan publik itu dipengaruhi oleh berbagai 
latar belakang dari seseorang individu yang berkenaan dengan lima perkara, dan 
salah satu yang berkaitan dengan pengaruh motivasi pelayanan publik adalah 
yang ke tiga yaitu Profesionalisme (Professional Identification). 
4.3.2 pengaruh keterkaitan pembuatan kebijakan publik terhadap kinerja 
pegawai  
Hasil pengujian hipotesis kedua yang menyebutkan bahwa keterkaitan 
pada pembuatan kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
pegawai badan perizinan  di konfirmasi pada tabel 4.10. Tabel 4.10 tersebut 
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kebijakan publik (X1) adalah -
0,046 dan nilai thitung-0,894. Nilaikoefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat 
signifikansi 0,05 dengan p value sebesar0,378. 
Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai thitung dan ttabel. Nilai 
ttabelpada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) n-k-1 = 38 adalah 
1,69.Dengan demikian, nilai thitung-0.894 <ttabel1,69. Hasil pengujian ini 
menginterpretasikan bahwa keterkaitan pada pembuatan kebijakan publik tidak 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai badan perizinan terpadu dan 
penanaman modal kota Makassar pada taraf signifikansi 5%. Pengaruh 
keterkaitan pembuatan kebijakan publik terhadap kinerja pegawai tidak 
berpengaruh positif karena pegawai atau bawahan hanya sebatas diberikan 
peluang untuk pembuatan kebijakan publik tapi tidak diberikan peluang untuk ikut 
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andil dalam memutuskan kebijakan publik tersebut, sehingga tidak ada pengaruh 
positifnya terhadap kinerja pegawai. Dalam salah satu kajian Perry dijelaskan 
pula bahwa motivasi pelayanan publik itu dipengaruhi oleh berbagai latar 
belakang dari seseorang individu yang berkenaan dengan lima perkara, salah 
satunya ke empat Ideologi Politik (Political Ideology), ideologi politik pegawai 
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar dapat dikatakan tidak 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 
4.3.3 Pengaruh kepentingan publik terhadap kinerja pegawai  
Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyebutkan bahwa komitmen 
pada kepentingan publik (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai 
badan Perizinan terpadu dan penanaman Modal Kota Makassar dikonfirmasi 
pada tabel 4.10. Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel  komitmen  
pada kepentingan publik (X2) adalah 0,128 dan nilai thitung 2,034. Nilai koefisien 
regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,05. 
Hasil inimenjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel komitmen  pada 
kepentingan publik (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai badan 
Perizinan terpadu dan penanaman Kota Makassar.  
Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai thitung dan ttabel. Nilai 
ttabelpada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) n-k-1 = 38 adalah 
1,69.Dengan demikian, nilai thitung2.034 >ttabel1,69. Hasil pengujian ini 
menginterpretasikan bahwa komitmen  pada kepentingan publik (X2) 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai badan perizinan Terpadu dan 
penanaman modal  kota Makassar pada taraf signifikansi 5%. Setiap pegawai 
sektor publik memang seharusnya memiliki motivasi yang semata-mata hanya 
dimaksudkan untuk mememuhi kepentingan atau kebutuhan publik dan bukan 
untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi semata-mata atau untuk kepentingan 
yang bersifat ekstrinsik, inilah yang dipahami sebagai motivasi pelayanan publik. 
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4.3.4 Pengaruh rasa empati terhadap kinerja pegawai  
Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) yang menyebutkan bahwa rasa 
empati (X3)  berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai badan Perizinan 
terpadu dan penanaman Modal Kota Makassar dikonfirmasi pada table 4.10. 
Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variable rasa empati (X3) adalah 0, 208 
dan nilai thitung 2,834. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 
0,05 dengan p value sebesar 0,008. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien 
regresi variabel rasa empati (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai 
badan Perizinan terpadu dan penanaman Kota Makassar.  
Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai thitung dan ttabel. Nilai ttabel 
pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) n-k-1 = 38 adalah 
1,69.Dengan demikian, nilai thitung2.834 >ttabel1,69. Hasil pengujian ini 
menginterpretasikan bahwa rasa empati (X3) berpengaruh positif terhadap 
kinerja pegawai badan perizinan Terpadu dan penanaman modal  kota Makassar 
pada taraf signifikansi 5%. Nilai-nilai altruism, yakni nilai-nilai mengerjakan 
sesuatu demi kepentingan orang banyak. Yaitu suatu sifat dan perilaku yang 
suka menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan hanya semata-mata 
termotivasi untuk mensejahterakan orang lain atau rakyat pada umumnya. Dan 
ini telah diterapkan pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar karena berdasarkan olahdata hasil pengujiannya bahwa rasa 
empati (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 
4.3.5 pengaruh rasa pengorbanan diri terhadap kinerja pegawai  
Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) yang menyebutkan bahwa rasa 
pengorbanan diri (X4)  berpengaruh positif terhadap kinerja pengawai badan 
Perizinan terpadu dan penanaman Modal Kota Makassar dikonfirmasi pada table 
4.10. Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel rasa pengorbanan diri 
(X4) adalah 0,654 dan nilai thitung 6.939. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada 
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tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000. Hasil ini menjelaskan 
bahwa nilai koefisien regresi variabel rasa pengorbanan diri (X4) berpengaruh 
positif terhadap kinerja pengawai badan Perizinan terpadu dan penanaman Kota 
Makassar.  
Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai thitung dan ttabel. Nilai 
ttabelpada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) n-k-1 = 38 adalah 
1,69.Dengan demikian, nilai thitung6.939 >ttabel1,69. Hasil pengujian ini 
menginterpretasikan bahwa rasa pengorbanan diri (X4) berpengaruh positif 
terhadap kinerja pegawai badan perizinan Terpadu dan penanaman modal kota 
Makassar pada taraf signifikansi 5%. Rasa pengorbanan diri terhadap kinerja 
pegawai berpengaruh positif, sebagaimana motivasi pelayanan publik mencakup 
sikap yang melampaui kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, 
mendorong seorang pegawai untuk berbuat baik kepada orang lain 
menyumbangkan darma baktinya kepada masyarakat sehingga timbul rasa 
pengorbanan diri seperti konsep motivasi pelayanan publik bahwa seorang 
pegawai publik akan terlibat dalam tingkah laku yang konsisten terhadap motif 
yang berorientasikan komunitas dan sikap altruistic. Public service motivation ini 
penting karena menjelaskan mengapa beberapa orang lebih memilih karir di 
sector pemerintah dan non-profit meskipun di sektor swasta potensi karirnya 
secara financial lebih menguntungkan. Ini telah terbukti dengan hasil pengujian 
bahwa rasa pengorbanan diri berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 








BAB V  
PENUTUP  
 
5.1  Kesimpulan  
Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan 
sebagai berikut:  
1. Motivasi  Pelayanan  Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 
Badan Perizinan  Terpadu dan  Penanaman Modal Kota Makassar  
2. Ketertarikan pada pembuatan kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai Badan Perizinan  Terpadu dan  Penanaman Modal 
Kota Makassar  
3. Komitmen pada kepentingan publik berpengaruh signifikan dan  positif 
terhadap kinerja pegawai Badan Perizinan  Terpadu dan  Penanaman Modal 
Kota Makassar  
4.  Rasa empati berpengaruh signifikan dan positif  terhadap kinerja pegawai 
Badan Perizinan  Terpadu dan  Penanaman Modal Kota Makassar  
5. Motivasi  Pelayanan  Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 
Badan Perizinan  Terpadu dan  Penanaman Modal Kota Makassar  
5.2  Saran 
  Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka 
dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut : 
1. pegawai BPTPM dalam hal Keterkaitan pada pembuatan kebijakan publik 
sangat rendah berdasarkan hasil data di atas. Jadi lebih ditingkatkan rasa tertarik 
dan kepedulian dalam pembuatan kebijakan baik dalam pemerintah daerah 
maupun pemerintah pusat agar dapat seimbang dengan rasa komitmen pada 




2. pegawai BPTPM harus lebih meningkatkan disiplin kerja dan disiplin waktu. 
Harus dapat membedakan dimana waktu bekerja dan dimana waktu istirahat. 
Agar visi dan misi BPTPM dapat berjalan sesuai dengan ketetapan dan 
peraturan yang telah dibuat.  
3. Kerapian, kebersihan dan tata kelolah fasilitas kantor lebih ditingkatkan. Masih 
banyak fasilitas kantor yang belum lengkap dan sebagian fasilitas kantor masih 
tidak tertata rapi. Kebersihan yang masih kurang, seperti ruang yang di dekat 
tangga digunakan sebagai tempat pembuangan puntung rokok dan tempat area 
smoking padahal tempat tersebut bukan tempat area smoking. Kurang sedap 
dipandang karena tempatnya di depan pintu utama gedung BPTPM. 
4. Keramahan pegawai lebih ditingkatkan agar masyarakat yang ingin dilayani 
merasa puas dan nyaman atas kinerja pegawai BPTPM. Murah senyum agar 
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Kuesioner  Riset  Tentang : 
 
 





Kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu/Saudara/i; 
 
 
Secara khusus Bapak/Ibu/Saudara/i dipilih menjadi responden (personal yang dipergunakan 
sebagai sumber data) dalam riset tentang MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK. Riset ini bertujuan 
untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan motivasi pelayanan publik dan pengaruhnya 




Untuk maksud tersebut, dengan ini kami memohon kesediaannya agar berkenan meluangkan 
waktu sejenak  mengisi kuesioner (daftar pertanyaan) yang kami lampirkan. Dalam memberikan 
jawaban terhadap kuesioner ini, kami berharap agar jawaban yang diberikan sesuai dengan 
kenyataan yang Bapak/Ibu/Saudara/i rasakan  
 
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kami 
dengan baik, kami tim riset mengucapkan terima kasih. 
  
 
                                                                        Makassar, …… Januari 2015 







Petunjuk Pengisian Kuesioner ; 
1. Pertanyaan yang berbentuk isian mohon ditulis dengan huruf balok 
2. Pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban mohon dipilih dan diberikan tanda 
(X) dalam kotak jawaban. 
3. Seluruh isi pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini akan sangat membantu 
kami dalam memahami tanggapan Bapak/Ibu/Sdr terhadap tujuan penelitian ini. 
 
I.      IDENTITAS RESPONDEN ; 
1. Nama Lengkap  :  
...................................................................................................... 
2. Umur   : ......... Tahun 
3. Jenis Kelamin  :  Laki-laki        Perempuan 
4. Jenjang Pendidikan               :           SD                     SLTP                      SMTA 
Sarjana/Pascasarjana                     Umum 
5. Pekerjaan                              :  
..................................................................................................... 
                                              
..................................................................................................... 
                                     
6. Alamat    : 




7. Kecamatan   : 
...................................................................................................... 
8.  No. Tlp/HP  : 
...................................................................................................... 










II.    KUESIONER (DAFTAR PERTANYAAN); 
Berilah tanda (X) pada jawaban yang Anda anggap benar 





Tinggi Sedang Rendah 
Sangat 
Rendah 
5 4 3 2 1 
A KETERTARIKAN PADA PEMBUATAN 
KEBIJAKAN PUBLIK 
     
1. Pandangan positif  terhadap proses politik 
dalam pembuatan kebijakan publik. 
     
2 Ketertarikan terhadap kehidupan para politisi.      
3 Ketertarikan terhadap hal memberi dan 
menerima dalam proses politik pembuatan 
kebijakan publik. 
     
B KOMITMEN PADA KEPENTINGAN PUBLIK Sangat 
tinggi 
Tinggi   Sedang  Rendah  Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
4 Ketertarikan terhadap hal-hal yang terjadi di 
lingkungan sekitar   
     
5 Berkontribusi terhadap lingkungan sekitar tanpa 
ada rasa egois 
     
6 Kesadaran akan pentingnya makna dari 
pelayanan publik  
     
7 Menempatkan kepentingan masyarakat diatas 
kepentingan diri sendiri. 
     
8 Kesadaran bahwa pelayanan publik adalah 
tanggung jawab terhadap negara. 
     
C RASA EMPATI Sangat 
tinggi 
Tinggi   Sedang  Rendah  
Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
9 Perasaan empati terhadap nasib orang-orang 
yang kurang beruntung.  
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10 Ketertarikan terhadap program-program sosial.      
11 Perasaan iba ketika melihat orang lain dalam 
kesusahan. 
     
12 Kesadaran bahwa patriotisme adalah 
bagaimana melihat orang lain sejahtera. 
     
13 Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain 
yang tidak dikenal secara personal. 
     
14 Kesadaran bahwa hidup kita selalu bergantung 
terhadap satu sama lain. 
     
15 Perasaan kasihan terhadap orang-orang yang 
tidak mau membantu dirinya sendiri.  
     
16 Dukungan terhadap program-program untuk 
kepentingan publik . 







Tinggi  Sedang  Rendah  
Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
17 Membuat perubahan dalam masyarakat lebih 
berarti dibandingkan dengan membuat prestasi 
pribadi. 
     
18 Mendahulukan tugas kantor dibandingkan 
kepentingan diri sendiri. 
     
19 Mengutamakan pemberian pelayanan yang baik 
kepada masyarakat dibandingkan pemenuhan 
kebutuhan finansial.  
     
20 Perasaan bahwa apa yang saya kerjakan 
adalah untuk kepentingan yang lebih besar, 
bukan untuk kepentingan diri saya sendiri. 
     
21 Perasaan senang ketika melayani masyarakat, 
meskipun tidak ada imbalan untuk itu. 
     
22 Perasaan bahwa kita harus lebih banyak 
memberi kepada masyarakat dibandingkan apa 
yang telah masyarakat berikan. 
     
23 Rela mengambil resiko untuk kepentingan orang 
lain. 
     











Tinggi Sedang Rendah 
Sangat 
Rendah 
5 4 3 2 1 
A Kualitas      
25 Kemampuan melakukan pekerjaan sesuai 
dengan standar kerja. 
     
26 Pengalaman teknis sebagai penunjang dalam 
pelaksanaan tugas. 
     
27 Kemampuan menjaga kualitas hasil kerja.      
B Kuantitas  Sangat 
tinggi 
Tinggi   Sedang  Rendah  Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
28 Melakukan perbaikan hasil kerja terus-
menerus.   
     
29 Tingkat keberhasilan mencapai target kerja 
yang telah ditetapkan. 
     
30 Kemampuan menangani volume kerja sesuai 
dengan yang diharapkan organisasi.  
     
C Ketepatan waktu Sangat 
tinggi 
Tinggi   Sedang  Rendah  
Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
31 Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas.       
32 Kemampuan menggunakan waktu yang 
tersedia dalam pelaksanaan tugas. 
     
33 Kemampuan memikirkan,mendiskusikan dan 
melakukan pengukuran terhadap hasil kerja 
yang dicapai. 
     
D 
 




Tinggi  Sedang  Rendah  
Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
34 Kemampuan bekerja dengan efektif walau      
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dibawah tekanan (misalnya batas waktu). 
35 Kecermatan dalam melaksanakan tugas.      
36 Kemampuan menangani krisis yang dialami 
dalam penyelesaian pekerjaan.  
     
37 Keberanian mengambil keputusan sesuai 
dengan resiko yang telah diperhitungkan. 
     
38 Rasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
yang diberikan. 
     
E Interpersonal impact Sangat 
tinggi 
Tinggi   Sedang  Rendah  
Sangat 
rendah 
5 4 3 2 1 
39 Kemampuan mengemukakan ide-ide baru 
untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. 
     
40 Kemampuan memberikan masukan kepada 
rekan kerja dalam penyelesaiaan 
pekerjaannya. 


















KETERTARIKAN PADA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK RASA EMPATI 
KOMITMEN PADA KEPENTINGAN PUBLIK PENGORBANAN DIRI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 43 1 3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3.625
2 44 1 3 2 1 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 4 3 4 1 3 4 5 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4 4
3 42 1 3 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4
4 43 2 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4.3125
5 31 2 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4.3125
6 31 1 4 3 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 1 5 5 5 3 5 5 1 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3.5625
7 21 2 3 3 2 2 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4.4375
8 28 1 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4.625
9 28 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.875
10 48 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4.4375
11 28 1 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.8125
12 24 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3.25
13 31 2 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 3 2 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.4375
14 44 2 3 3 2 2 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 2 5 5 4 3 3 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4.3125
15 39 2 4 3 2 2 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 2 5 5 4 3 3 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4.3125
16 39 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3.3125
17 35 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4.4375
18 35 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.8125
19 32 2 4 2 1 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 3 3 3.1875
20 32 2 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4.3125
21 32 1 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3.3125
22 29 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3.625
23 29 2 4 3 3 2 4 4 5 5 5 2 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3.5
24 39 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3.3125
25 32 2 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3.5625
26 31 1 4 3 1 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3.4375
27 32 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3.5625
28 33 1 4 1 2 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4
29 30 1 4 1 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3.875
30 30 1 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4.625
31 43 2 4 3 2 3 5 4 4 4 3 5 5 5 3 2 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3.8125
32 45 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3.8125




33 33 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4.625
34 32 1 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 4 3 4 1 1 4 3 2 4 1 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4 4
35 43 2 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4.3125
36 44 2 4 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2.75
37 43 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.125
38 26 1 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3.625
39 26 2 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3.6875
40 27 1 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4.125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 43 1 3 3 3 3 9 4 4 4 5 5 22 3 4 3 5 5 5 5 5 35 5 4 5 3 4 5 4 4 34
2 44 1 3 2 1 2 5 3 1 3 1 2 10 2 3 4 3 4 3 4 1 24 3 4 5 2 4 4 3 4 29
3 42 1 3 3 3 3 9 3 3 5 4 5 20 4 5 4 5 5 5 4 4 36 5 4 5 5 5 4 4 4 36
4 43 2 4 3 4 3 10 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 5 5 5 3 5 36
5 31 2 3 3 4 3 10 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 5 5 5 5 4 5 38
6 31 1 4 3 2 3 8 5 5 5 5 3 23 5 5 5 3 1 5 5 5 34 3 5 5 1 5 5 4 4 32
7 21 2 3 3 2 2 7 4 3 5 5 5 22 4 4 4 3 3 3 3 5 29 3 4 4 3 4 3 4 4 29
8 28 1 3 4 4 4 12 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 4 4 4 5 36 5 5 5 4 5 5 5 4 38
9 28 2 4 3 3 3 9 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 3 5 4 4 32 4 3 4 3 4 4 3 4 29
10 48 2 4 3 3 3 9 4 3 3 4 4 18 4 4 5 3 3 4 4 4 31 4 4 4 3 4 3 4 4 30
11 28 1 4 3 3 2 8 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 3 4 3 4 4 3 4 28
12 24 1 4 4 4 4 12 4 3 3 3 4 17 4 4 3 3 3 4 4 3 28 3 4 4 4 3 3 3 4 28
13 31 2 4 3 3 3 9 4 4 5 4 4 21 4 3 5 4 3 3 2 4 28 4 3 4 3 5 4 3 4 30
14 44 2 3 3 2 2 7 3 4 4 5 5 21 5 4 5 4 3 3 2 5 31 5 4 3 3 5 4 5 3 32
15 39 2 4 3 2 2 7 3 4 4 5 5 21 5 4 5 4 3 3 2 5 31 5 4 3 3 5 4 5 3 32
16 39 2 4 3 3 4 10 4 3 3 4 4 18 4 4 4 5 4 4 4 4 33 4 4 5 3 4 3 5 4 32
17 35 2 4 3 3 3 9 4 3 3 4 4 18 4 4 4 3 3 4 3 4 29 4 4 5 3 4 3 4 4 31
18 35 2 4 3 3 2 8 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 3 5 3 4 4 3 4 29
19 32 2 4 2 1 4 7 3 3 4 4 4 18 3 3 2 4 4 4 2 4 26 4 4 4 2 4 3 2 3 26
20 32 2 4 3 4 3 10 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 5 3 5 5 5 5 37
21 32 1 4 2 2 3 7 4 4 4 3 4 19 3 3 3 2 2 4 3 3 23 3 5 4 2 4 4 3 4 29
22 29 1 4 4 3 4 11 4 3 4 4 4 19 4 3 3 4 3 3 4 4 28 4 4 4 4 3 3 4 4 30
23 29 2 4 3 3 2 8 4 4 5 5 5 23 2 4 3 4 3 4 3 5 28 5 4 4 3 4 4 3 4 31
24 39 1 4 3 3 3 9 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 4 3 3 4 28 4 4 4 3 4 4 3 4 30
25 32 2 4 3 3 3 9 4 4 5 4 4 21 3 4 3 4 2 4 2 4 26 4 4 4 3 4 4 3 4 30
26 31 1 4 3 1 3 7 4 4 5 4 5 22 3 5 4 5 3 4 3 4 31 4 4 4 3 5 4 4 5 33
27 32 2 4 4 3 4 11 4 4 4 4 4 20 3 3 3 4 3 4 4 4 28 4 3 4 4 4 4 4 5 32
28 33 1 4 1 2 3 6 4 3 4 3 3 17 4 4 5 4 3 4 4 3 31 3 4 4 1 4 3 4 4 27
29 30 1 4 1 1 3 5 3 3 4 3 3 16 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 4 3 1 4 3 4 4 26
PENGORBANAN DIRI 
MASTER TABEL 
NO Umur JK Pendidikan







30 30 1 4 3 4 4 11 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 4 4 5 5 35 5 5 5 3 4 5 5 4 36
31 43 2 4 3 2 3 8 5 4 4 4 3 20 5 5 5 3 2 5 4 4 33 4 4 5 3 4 4 5 5 34
32 45 2 4 3 3 4 10 4 3 4 3 4 18 4 4 3 4 3 4 4 3 29 3 3 4 3 3 3 4 4 27
33 33 2 5 4 4 4 12 5 5 5 5 5 25 4 4 5 5 4 5 4 5 36 5 5 5 4 5 5 5 5 39
34 32 1 2 2 1 2 5 3 1 3 1 2 10 2 3 4 3 4 3 4 1 24 1 4 3 2 4 1 3 3 21
35 43 2 4 3 4 3 10 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 5 3 5 5 3 5 35
36 44 2 4 3 2 1 6 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 4 4 3 3 27 3 4 3 3 3 3 3 3 25
37 43 2 4 3 2 3 8 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 2 4 2 4 28 4 3 4 3 4 4 3 4 29
38 26 1 4 4 4 3 11 4 3 4 3 3 17 4 4 4 3 4 3 4 3 29 3 3 4 4 2 3 3 4 26
39 26 2 4 3 4 3 10 4 3 4 4 5 20 5 5 5 5 5 5 4 4 38 4 5 4 3 5 3 3 4 31
40 27 1 4 2 3 4 9 4 3 4 3 4 18 4 3 3 4 3 4 3 3 27 3 4 4 2 4 3 3 4 27
3 15
5 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 43 1 3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4
2 44 1 3 2 1 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 4 3 4 1 3 4 5 2 4 4 3 4
3 42 1 3 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
4 43 2 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5
5 31 2 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
6 31 1 4 3 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 1 5 5 5 3 5 5 1 5 5 4 4
7 21 2 3 3 2 2 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4
8 28 1 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4
9 28 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4
10 48 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
11 28 1 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4
12 24 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4
13 31 2 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 3 2 4 4 3 4 3 5 4 3 4
14 44 2 3 3 2 2 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 2 5 5 4 3 3 5 4 5 3
15 39 2 4 3 2 2 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 2 5 5 4 3 3 5 4 5 3
16 39 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 4
17 35 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4
18 35 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4
19 32 2 4 2 1 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3
20 32 2 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5
21 32 1 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 2 4 4 3 4
22 29 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
23 29 2 4 3 3 2 4 4 5 5 5 2 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4
24 39 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
25 32 2 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4
26 31 1 4 3 1 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5
27 32 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5
28 33 1 4 1 2 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 1 4 3 4 4
29 30 1 4 1 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4
MASTER TABEL 
NO Umur JK Pendidikan






RASA EMPATI PENGORBANAN DIRI 
30 30 1 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4
31 43 2 4 3 2 3 5 4 4 4 3 5 5 5 3 2 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5
32 45 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4
33 33 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
34 32 1 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 4 3 4 1 1 4 3 2 4 1 3 3
35 43 2 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5
36 44 2 4 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
37 43 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4
38 26 1 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4
39 26 2 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4
40 27 1 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4
104 
 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 21-29 tahun 10 25.0 25.0 25.0 
30-38 tahun 16 40.0 40.0 65.0 
39-48 tahun 14 35.0 35.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 17 42.5 42.5 42.5 
Wanita 23 57.5 57.5 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SLTP 1 2.5 2.5 2.5 
SMTA 7 17.5 17.5 20.0 
Sarjana/Pascasarjana 31 77.5 77.5 97.5 
Umum 1 2.5 2.5 100.0 











Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 








 Mean Std. Deviation N 
i1 2.9250 .69384 40 
i2 2.7750 .97369 40 
i3 3.0000 .75107 40 
i4 4.0250 .65974 40 
i5 3.6750 .97106 40 
i6 4.1750 .71208 40 
i7 3.9250 1.02250 40 
i8 4.1250 .85297 40 
i9 3.9000 .87119 40 
i10 4.0250 .65974 40 
i11 4.0500 .87560 40 
i12 3.9750 .80024 40 
i13 3.5250 .98677 40 
i14 4.0500 .71432 40 
i15 3.6750 .94428 40 
i16 3.9250 1.02250 40 
i17 3.9000 .92819 40 
i18 3.9500 .59700 40 
i19 4.2250 .65974 40 
i20 3.0250 .94699 40 
i21 4.1750 .71208 40 
i22 3.8000 .88289 40 
i23 3.7000 .82275 40 
i24 4.0750 .57233 40 






 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
i1 178.2750 595.128 .456 .748 
i2 178.4250 578.302 .679 .740 
i3 178.2000 598.985 .313 .750 
i4 177.1750 587.020 .738 .743 
i5 177.5250 572.820 .802 .737 
i6 177.0250 587.974 .653 .744 
i7 177.2750 570.666 .805 .736 
i8 177.0750 579.763 .744 .740 
i9 177.3000 583.959 .625 .742 
i10 177.1750 589.994 .643 .745 
i11 177.1500 588.438 .514 .745 
i12 177.2250 584.333 .674 .742 
i13 177.6750 594.225 .329 .748 
i14 177.1500 589.413 .609 .745 
i15 177.5250 589.794 .444 .746 
i16 177.2750 570.666 .805 .736 
i17 177.3000 574.626 .799 .738 
i18 177.2500 602.038 .495 .751 
i19 176.9750 592.538 .562 .746 
i20 178.1750 585.943 .528 .744 
i21 177.0250 591.153 .560 .746 
i22 177.4000 577.579 .770 .739 
i23 177.5000 591.385 .474 .746 
i24 177.1250 593.599 .613 .746 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 






















Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 










 Mean Std. Deviation N 
i25 4.1500 .53349 40 
i26 3.7500 .63043 40 
i27 4.0000 .67937 40 
i28 4.0000 .67937 40 
i29 3.9000 .63246 40 
i30 3.6750 .69384 40 
i31 3.9250 .65584 40 
i32 3.9500 .63851 40 
i33 3.7500 .74248 40 
i34 3.6500 .76962 40 
i35 4.0750 .79703 40 
i36 3.6250 .74032 40 
i37 3.4000 .87119 40 
i38 4.3750 .66747 40 
i39 3.8250 .71208 40 
i40 3.5750 .50064 40 












 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
i25 119.1000 215.579 .607 .752 
i26 119.5000 214.564 .564 .751 
i27 119.2500 213.115 .595 .749 
i28 119.2500 209.936 .761 .744 
i29 119.3500 218.028 .372 .756 
i30 119.5750 209.533 .765 .744 
i31 119.3250 210.225 .774 .744 
i32 119.3000 212.933 .646 .748 
i33 119.5000 211.333 .625 .747 
i34 119.6000 212.862 .531 .749 
i35 119.1750 206.507 .796 .740 
i36 119.6250 209.881 .697 .744 
i37 119.8500 207.567 .679 .742 
i38 118.8750 209.753 .785 .744 
i39 119.4250 210.251 .708 .745 
i40 119.6750 216.122 .611 .752 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 




  X1 X2 X3 X4 Y 
N Valid 40 40 40 40 40 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 8.7000 19.9250 31.1250 30.8500 61.6250 
Std. Error of Mean .30213 .56884 .72518 .63098 1.18683 
Median 9.0000 20.0000 31.0000 30.0000 61.0000 
Mode 9.00 20.00
a
 31.00 29.00 69.00 
Std. Deviation 1.91083 3.59763 4.58642 3.99069 7.50619 
Range 7.00 15.00 17.00 18.00 30.00 
Minimum 5.00 10.00 23.00 21.00 44.00 
Maximum 12.00 25.00 40.00 39.00 74.00 




  X1 X2 X3 X4 Y 
N Valid 40 40 40 40 40 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 8.7000 19.9250 31.1250 30.8500 61.6250 
Std. Error of Mean .30213 .56884 .72518 .63098 1.18683 
Median 9.0000 20.0000 31.0000 30.0000 61.0000 
Mode 9.00 20.00
a
 31.00 29.00 69.00 
Std. Deviation 1.91083 3.59763 4.58642 3.99069 7.50619 
Range 7.00 15.00 17.00 18.00 30.00 
Minimum 5.00 10.00 23.00 21.00 44.00 
Maximum 12.00 25.00 40.00 39.00 74.00 




a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 






 Mean .0000000 
Std. Deviation .41032511 
Most Extreme Differences Absolute .115 
Positive .115 
Negative -.098 
Kolmogorov-Smirnov Z .727 
Asymp. Sig. (2-tailed) .666 
a. Test distribution is Normal. 














1 X1 .673 1.486 
X2 .346 2.891 
X3 .399 2.503 
X4 .322 3.103 













Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X4, X1, X3, X2
a
 . Enter 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .904 .893 .16642 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.105 4 2.276 82.187 .000
a
 
Residual .969 35 .028   
Total 10.074 39    
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .138 .216  .639 .527 
X1 -.046 .051 -.057 -.894 .378 
X2 .128 .063 .181 2.034 .050 
X3 .208 .074 .235 2.834 .008 
X4 .654 .094 .641 6.939 .000 
a. Dependent Variable: Y 
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